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MOTTO 
 
 ُغَارَفْلاَو ُة َّحِّصلا ، ِساَّنلا َنِم ٌيرِثَك اَمِهيِف ٌنوُبْغَم ِناَتَمِْعن 
“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah 
kesehatan dan waktu luang”. [HR Bukhari, no. 5933]. 
 
Health is no everything, but without health everything is nothing 
(Kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti 
apa-apa) 
 
SAYA BELAJAR, SAYA YAKIN, SAYA BISA 
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PEDOMAN TRANSLITERSI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s \ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ix 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...’.... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u u 
 
x 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Zukira 
3 بھذی Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فیك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
xi 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. لیق Qi>la 
3. لوقی Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tuisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala  
xii 
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala  
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
 
 
xiii 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر لاإ محمد امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نیملاعلا بر الله دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang diilangkan maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya 
bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau 
bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. نیقزارلاریخ وھل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  
2. نازیملاو لیكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Abdul Rahman Prakoso, NIM: 152. 111. 170, “PENERAPAN FATWA DSN-
MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP 
SYARIAH DI RUMAH SAKIT UMUM AMAL SEHAT WONOGIRI”. 
Tahun 2018 sebagai era baru dalam layanan kesehatan di Indonesia. 10 
Rumah sakit menjadi pelopor Rumah sakit Syariah. Salah satu diantaranya 
merupakan Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Rumah sakit pertama di wilayah 
eks karesidenan surakarta yang mempunyai konsep syariah. Rumah sakit syariah 
sebagai rumah sakit yang mempunyai poin plus bila dibandingkan dengan rumah 
sakit biasa. Rumah sakit syariah harus memenuhi syarat akreditasi dari Kemenkes 
dan DSN MUI. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah 
terhadap penyelenggaraan rumah sakit syariah pada Rumah Sakit Amal Sehat 
Wonogiri dan kesesuaian penerapan prinsip syariah pada Rumah Sakit Amal 
Sehat Wonogiri dengan Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan 
rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Metodologi penelitian yang digunakan 
dengan metode penelitian lapangan (field research), dengan cara mengumpulkan 
data baik yang berasal dari data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan 
data dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi. 
Data diolah dengan analisis deskriptif kualitatif kemudian ditarik kesimpulan 
dengan pola berpikir induktif.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Amal Sehat 
Wonogiri telah memenuhi syarat sebagai rumah sakit syariah. Namun demikian, 
dalam penerapan Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan Rumah 
Sakit berdasarkan prinsip syariah masih terdapat beberapa temuan. Rumah Sakit 
Amal Sehat Wonogiri belum sepenuhnya menggunakan akad yang terdapat dalam 
fatwa, tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada pasien belum 
sepenuhnya sesuai prosedur. 
Kata Kunci: Penerapan, Rumah Sakit, Fatwa DSN MUI. 
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ABSTRACT 
 
Abdul Rahman Prakoso, NIM: 152. 111. 170, “IMPLEMENTATION OF 
FATWA DSN-MUI  NO. 107 / DSN-MUI / X / 2016 CONCERNING 
GUIDELINES FOR MANAGING HOSPITALS BASED ON SHARIA 
PRINCIPLES IN GENERAL HOSPITALS OF HEALTHY WONOGIRI”. 
In 2018 as a new era in health services in Indonesia. 10 Hospitals are the 
pioneers of Sharia Hospitals. One of them is the Hospital of Amal Sehat 
Wonogiri. The first hospital in the area of the former Surakarta residency that has 
a sharia concept. Sharia hospitals as hospitals that have plus points when 
compared to ordinary hospitals. Sharia hospitals must meet the accreditation 
requirements of the Ministry of Health and the National Board of Sharia (DSN). 
This study was conducted to determine the application of sharia principles 
to the implementation of sharia hospitals in the Hospital of Amal Sehat Wonogiri 
and the suitability of the application of sharia principles in the Hospital of Amal 
Sehat Wonogiri with fatwās of the Council of Indonesian Ulama (MUI) 
represented by the National Board of Sharia (DSN) on regarding guidelines for 
the organization of hospitals based on sharia principles.The research methodology 
is used with field research methods, by collecting data both from primary and 
secondary data. Data collection techniques by conducting direct observations, 
interviews and documentation. Data is processed by qualitative descriptive then 
drawn conclusions with inductive thinking patterns. 
The results of this study indicate that Hospital of Amal Sehat Wonogiri 
has qualified as a sharia hospital. However, in the implementation fatwās of the 
Council of Indonesian Ulama (MUI) represented by the National Board of Sharia 
(DSN) on guidelines for organizing hospitals based on sharia principles there are 
still several findings. Hospital of Amal Sehat Wonogiri has not fully used the 
Agreement contained in the Fatwa, Health workers in providing services to 
patients are not yet according to procedure. 
Keyword: Implementation, Hospital, Fatwās of the Council of Indonesian Ulama 
(MUI) represented by the National Board of Sharia (DSN). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 
darurat.1 Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang 
meliputi promotif2, preventif3, kuratif4, dan rehabilitatif5. Rumah sakit 
sebagai institusi kesehatan dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh 
layanan secara komprehensif dan menyeluruh baik pra dan pasca 
pelayanan.  
Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit Online Direktorat 
Jenderal Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2017 di 
Indonesia terdapat 2831 rumah sakit. Dibandingkan di tahun sebelumnya 
di tahun 2016 terdapat 2600 rumah sakit. Terdapat 231 rumah sakit baru di 
                                                          
       1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 
Pasal 1 ayat 1.  
 
       2 Promotif bersifat memajukan. Suatu upaya untuk memberikan pemahaman masalah 
kesehatan, Lihat: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/promotif (diakses pada tanggal 5 Mei 2019). 
 
       3 Preventif bersifat mencegah. Upaya untuk menangani masalah kesehatan agar tidak terjadi 
apa-apa. Lihat: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preventif (diakses pada tanggal 5 Mei 2019). 
 
       4 Kuratif dapat menolong atau menyembuhkan atas suatu penyakit atau masalah kesehatan 
lainnya. Lihat: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuratif (diakses pada tanggal 5 Mei 2019). 
 
       5 Rehabilitatif sama halnya dengan rehabilitasi. Upaya pemulihan atau perbaikan atas suatu 
penyakit dalam kesehatan. Lihat: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rehabilitatif (diakses pada 
tanggal 5 Mei 2019). 
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tahun 2017.6 Rumah sakit memilikki peranan yang cukup penting dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta, Sekitar 
lebih dari 85 persennya memeluk agama Islam.7 Mereka inilah yang akan 
membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah selesai dan 
terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun akan terus mencari cara untuk 
memenuhi kebutuhan lainnya, yakni kebutuhan berekspresi dan kebutuhan 
pemenuhan spriritualitas.8 Termasuk di dalamnya banyak masyarakat 
muslim yang menginginkan pemenuhan kebutuhan atas layanan kesehatan 
syariah.  
Syariah mencakup ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-
Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek 
hidup dan kehidupan manusia.9 Secara umum konsep syariah dalam 
industri keuangan maupun industri keuangan non bank bebas dari Mais{ir, 
Gharar, Riba. Demikian pula dalam bidang layanan kesehatan syariah 
patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah. 
                                                          
       6 Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, “Sistem Informasi Rumah 
Sakit“ dikutip dari http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/datars diakses 10 Januari 2019. 
 
       7 Badan Pusat Statistik, ”Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, Sensus 
Penduduk tahun 2010”, dikutip dari https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0 
diakses 27 April 2019. 
 
       8 Ma’ruf Amin, “Solusi Hukum Islam (Makhraj Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru 
Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-
Undangan RI)”, Orasi Ilmiah, Disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi 
Muamalat Syariah Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin di UIN Malik Ibrahim Malang, 2017. Hlm. 
2. 
 
       9 Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di 
Indonesia”, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2007),  hlm 51. 
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Harapan dan ekspektasi tentang pelayanan kesehatan berbasis nilai-
nilai syariah yang terus mengalir dari masa ke masa sesungguhnya sangat 
relevan dengan pesan Islam yang menjelaskan bahwa semua segmen 
kehidupan termasuk didalamnya pengelolaan rumah sakit wajib 
berlandaskan pada syariah Islam,10 sebagaimana firman Allah yang 
tertuang dalam Qs. Al-Jatsiyah ayat 18: 
 َنوُمَلْعَـي َلا َنيِذَّلا َءاَوْهَأ ْعِبَّتَـت َلاَو اَهْعِبَّتَاف ِرْمَْلأا َنِم ٍةَعِيرَش ٰىَلَع َكاَنْلَعَج َُّثم 
 Artinya:  
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.11 
Respon penyelenggara rumah sakit islam yang saat ini telah ada, di 
wujudkan dengan membentuk forum Majelis Upaya Kesehatan 
Islami(MUKISI).12 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN MUI)13 bekerjasama dengan MUKISI membentuk standar sertifikasi 
prinsip syariah di Rumah Sakit. Standar sertifikasi syariah tersebut 
                                                          
       10 Sulistiadi W dan Rahayu S, “Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit 
Syariah Di Indonesia”, Prosiding, Batusangkar Internasional Conference 1, Oktober 2016. Hlm. 
684. 
 
       11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), 
(Jakarta:Lentera Abadi, 2010). 
 
       12 Majelis Upaya Kesehatan Islami(MUKISI) merupakan suatu organisasi yang menghimpun 
penyelenggara kesehatan islam, bersifat bebas dan tidak semata-mata mencari keuntungan, dijiwai 
dengan semangat dalam mewujudkan upaya kesehatan yang profesional, bermutu dan islami. 
 
       13 Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-
masalah yang berhubungan dnegan aktivitas lembaga keuangan syariah. Lihat di: Dewan Syariah 
Nasional MUI, “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI”, (Jakarta: DSN MUI 
bekerjasama Bank Indonesia, 2006), hlm. 426. 
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tertuang dalam bentuk Fatwa DSN MUI No. 107 tahun 2016 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. 
Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang seluruh 
aktivitasnya berdasar pada Maqa>s{id as-syari’. Hal ini sesuai dengan 
konsep Maqa>s{id as-syari’ menurut Imam Syatibi terdiri dari lima hal: 
Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara 
Keturunan, Memelihara Harta.14 
Perkembangan halal life style saat ini turut menjadi indikator 
kuatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa yang halal, tidak 
terkecuali pada bidang health care dengan adanya penetapan rumah sakit 
syariah di Indonesia. Awal tahun 2018 terdapat 10 Rumah sakit yang 
memperoleh sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain RS PKU Muhammadiyah 
Wonosobo, RSU Amal Sehat Wonogiri, RS PKU Muhammadiyah 
Jogyakarta, RS PDHI Jogyakarta, RS Haji Jakarta, RS Sari Asih Ciledug, 
RS Arrahmah Tangerang, RS Islam Jakarta, RS Islam Malang, dan RS 
Islam Muhammadiyah Lamongan.15  
RSU Amal Sehat Wonogiri sebagai salah satu pelopor rumah sakit 
syariah di Indonesia dan pertama di Karesidenan Surakarta. Rumah Sakit 
Umum Amal Sehat berada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan 
data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 
                                                          
       14 Novita intan, “10 Rumah Sakit Syariah akan mendapatkan Sertifikasi Syariah” dikutip dari 
https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/08/p3u3e4415-10-rumah-sakit-akan-
mendapatkan-sertifikasi-syariah (diakses 20 Januari 2019). 
 
       15 Ibid. 
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Kabupaten Wonogiri memilikki jumlah penduduk 954.706 jiwa.16 
Kepadatan penduduk Kabupaten Wonogiri urutan ketiga di wilayah 
Karesidenan Surakarta, setelah Kabupaten Klaten dan Kabupaten 
Boyolali.  
Kabupaten Wonogiri yang terletak di Selatan Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo memilikki beberapa Rumah Sakit 
swasta maupun pemerintah. Terdapat 9 Rumah Sakit dengan akreditasi, 
kelas, pemilik yang berbeda.17 Bilamana dilihat dari lokasi Kabupaten 
Wonogiri yang cukup jauh dari Kota Surakarta sebagai pusat layanan 
kesehatan dari kabupaten penyangga seperti Karanganyar, Wonogiri, 
Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Sragen. Namun di Kabupaten Wonogiri 
terdapat Rumah Sakit yang memilikki konsep syariah pertama di 
Karesidenan Surakarta.  
Rumah Sakit Umum Amal Sehat yang dimilikki oleh PT/Swasta 
dengan tipe kelas C.18 Sejak berdirinya Rumah Sakit Amal Sehat telah 
menggunakan konsep-konsep islami, seperti obat-obatan halal, jaminan 
produk halal. Hal ini sebuah karunia, karena Rumah Sakit Amal Sehat 
                                                          
       16 Badan Pusat Statisitk Kabupaten Wonogiri, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017” dikutip dari 
https://wonogirikab.bps.go.id/statictable/2018/10/16/340/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-
kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html diakses 10 Januari 2019. 
 
       17 Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, “Sistem Informasi Rumah 
Sakit“ dikutip dari http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/datars/cari (diakses 10 Januari 
2019). 
 
       18 Ibid. 
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merupakan Rumah Sakit Umum tapi bisa dipercayai oleh auditor DSN-
MUI untuk menjadi salah satu pelopor nasional rumah sakit syariah.19 
RSU Amal Sehat yang mengusung konsep layanan kesehatan syariah 
menjadi rujukan bagi masyarakat muslim maupun non muslim.20 Konsep 
syariah yang diterapkan oleh RSU Amal Sehat Wonogiri mengacu pada 
Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Belum ada 
penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit ini terutama terkait dengan 
penerapan prinsip syariah.  
Penyelenggaraan rumah sakit syariah setidaknya terdapat beberapa 
unsur yang menjadi pihak pengguna maupun pihak pelayan. Terdapat 
pihak rumah sakit, pasien, pemasok barang kesehatan. Sebuah rumah sakit 
belum tentu dapat beroperasional bilamana unsur-unsur tersebut tidak 
terpenuhi. Adanya Pasien sebagai pengguna fasilitas pelayanan, Rumah 
sakit sebagai pihak pemberi layanan kesehatan, Pemasok barang kesehatan 
sebagai unsur penyedia barang.  
RSU Amal Sehat Wonogiri tergolong Rumah Sakit baru, belum 
banyak diketahui oleh masyarakat di wilayah karesidenan Surakarta 
sehingga menjadi sebuah peluang untuk memberikan kepercayaan kepada 
masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan syariah. Penyebaran 
informasi mengenai penerapan konsep syariah perlu disebarluaskan. 
                                                          
       19 Khusnaini, Komite Syariah, wawancara pribadi, 20 Februari 2019, jam 09.00-10.00. 
 
       20 Ibid. 
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Setiap rumah sakit mempunyai manajemen dan konsep operasional 
yang berbeda namun tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh 
Kementerian Kesehatan maupun Fatwa DSN MUI bilamana Rumah Sakit 
tersebut mempunyai konsep syariah. Dengan ini perlu diteliti secara 
menyeluruh mengenai penerapan prinsip syariah yang diselenggarakan 
oleh pihak rumah sakit yang menggunakan konsep syariah berdasarkan 
Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman 
penyelenggaraan Rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. 
Dengan latar belakang diatas maka perlu diadakan penelitian lebih 
lanjut tentang “PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.107/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RUMAH 
SAKIT UMUM AMAL SEHAT”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap penyelenggaraan 
Rumah Sakit Syariah pada RSU Amal Sehat Wonogiri? 
2. Apakah penerapan prinsip syariah pada RSU Amal Sehat Wonogiri 
sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaran Rumah sakit 
berdasarkan prinsip syariah? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah terhadap penyelenggaran 
Rumah Sakit Syariah pada RSU Amal Sehat Wonogiri  
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2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip syariah pada RSU 
Amal Sehat Wonogiri dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 
107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaran Rumah sakit 
berdasarkan prinsip syariah 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 
keilmuan mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 107 tahun 2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip-
Prinsip Syariah.  
2. Manfaat secara praktis 
Penelitian ini diharapakan mampu memberikan wawasan 
pemahaman kepada masyarakat luas atas praktek penyelenggaran 
Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah.  
E. Kerangka Teori 
Definisi kesehatan menurut WHO (World Health Organization/ 
Persatuan organisasi kesehatan dunia):”Health is a state of complete 
phisical, mental and social well being, not merely the absence of disease 
or infirmity”, artinya sehat adalah suatu keadaan yang baik dari jasmaniah, 
rohaniah dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit atau cacat.21 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional tahun 1983 
merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, ruhaniah, dan sosial 
                                                          
       21 Zulkifli Yunus, Kesehatan Menurut Islam, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 2.  
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yang dimilikki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri 
dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta 
mengembangkannya. Kesehatan adalah keadaan pada makhluk hidup, 
guna memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis. Untuk 
manusia pengertian kesehatan dapat diartikan kesempurnaan keadaan 
jasmani, ruhani dan sosial.22 
Kesehatan dan waktu terkadang diabaikan oleh manusia untuk 
dijaga. Banyak yang lupa bahwa tanpa hidup yang sehat maka manusia 
tidak akan dapat melakukan yang terbaik dalam menjalani aktivitas sehari-
hari. Upaya untuk menjaga kesehatan turut dibangun oleh Rumah sakit 
sebagai institusi layanan kesehatan baik secara pencegahan maupun 
tindakan. 
Fatwa adalah suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti 
pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa 
yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu 
hukum syara’ tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang 
yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu 
agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah 
itu).23 
Fatwa merujuk ke peran sosial mujtahid sebagai konsultan dalam 
masalah hukum, kontras dengan peran hakim yang terumuskan dengan 
                                                          
       22 Ahsi W. AlHafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 4. 
 
       23 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa keuangan Syariah, 
(Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 7. 
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baik. Fatwa didefinisikan sebagai opini legal tidak mengikat yang 
dikeluarkan mufti dalam menjawab pertanyaan peminta fatwa. Fatwa 
dikeluarkan atas prakarsa ulama sendiri dalam bentuk risalah, maklumat, 
atau pelajaran. Dalam bentuk-bentuk ini, mufti, ulama guru atau khatib 
dapat memberikan opini yang sama dengan fatwa kecil atau besar.24 Fatwa 
MUI hanya mengikat pada peminta fatwa. Fatwa MUI merupakan 
keputusan yang dihasilkan oleh para ulama atas suatu permasalahan sosial 
yang diajukan oleh masyarakat. 
Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat 
mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatn kepada Pemerintah dan 
umat islam umumnya, sebagai amar ma’ruf nahi munkar. Dalam 
pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan 
seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau 
pertanyaan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial 
kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk 
difatwakan.25  
Untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, MUI telah 
membentuk lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi 
syariah, yaitu DSN-MUI. Fungsi utama dari DSN adalah memberikan 
kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan 
                                                          
       24 John L Esposito, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, terj. Eva YN dkk, (Bandung: 
Mizan, 2002), hlm. 51. 
 
       25 Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Terhadap Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Legislasi Nasional,  (Jakarta) Vol. 14, Nomor  4, 
2017, hlm 448. 
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sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dari antisipasi 
atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan 
Pengawas Syariah. Tugas utama DSN-MUI antara lain menggali, 
mengkaji dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum islam dalam 
bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS. 
DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan penerapan 
fatwa-fatwa tersebut di LKS melalui DPS yang merupakan kepanjangan 
tangan DSN-MUI di LKS.26 DSN-MUI diarahkan sebagai lembaga 
pendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena 
itu, DSN-MUI berperan secara proaktif menanggapi perkembangan yang 
amat dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia.27 
Terdapat beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No 107 tahun 
2016 tentang pedoman penyelenggaran rumah sakit syariah berdasarkan 
prinsip syariah. Dalam fatwa terdapat delapan ketentuan yang ditetapkan 
oleh DSN MUI antara lain: Ketentuan Umum, Ketentuan Hukum, 
Ketentuan terkait Akad dan Subyek Hukum, Ketentuan terkait Akad, 
Ketentuan terkait Pelayanan, Ketentuan terkait Penggunaan Obat-obatan, 
Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan, Ketentuan terkait 
Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit dan 
ketentuan Penutup. Dengan adanya fatwa ini rumah sakit khususnya 
                                                          
       26 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional 
Di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 134. 
       27 Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 
Penggunaan prinsip pencegahan dalam Fatwa, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 96. 
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rumah sakit islam dapat menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan 
suatu pelayanan. 
Pelayanan menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) 
adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus 
apa yang diperlukan orang lain. Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No 
107/DSN-MUI/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit 
berdasarkan prinsip syariah terdapat tiga belas ketentuan terkait pelayanan 
dalam penyelenggaraan rumah sakit. Kemudian terkait Penggunaan obat-
obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan barang gunaan terdapat tiga 
ketentuan. Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan, dan 
Pengembangan Dana Rumah Sakit. 
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.28 
Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.29 
Menurut Majelis Upaya Kesehatan Islami Rumah Sakit syariah 
adalah rumah sakit yang seluruh operasionalnya berdasarkan pada 
Maqa>s{id as-syari’. Maqa>s{id as-syari’ atau tujuan inti syariat diturunkan 
untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
                                                          
      28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 
Pasal 1 ayat 1. 
 
      29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 
Pasal 1 ayat 3. 
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Kemaslahatan secara esensial terwujud dalam perintah dan larangan di 
dalam agama yang tujuaannya untuk memberi manfaat dan menolak 
mudarat. Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penetapan hukum 
syariah direalisasikan sesuai dengan tujuan syariah (Maqa>s{id as-syari’) 
yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama(hifz} al-di>n), 
memelihara jiwa (hifz} al-nafs), memelihara akal (hifz} al-‘aql), menjaga 
keturunan (hifz} al-nas}l), dan memelihara harta (hifz} al-ma>l).30 
Rumah Sakit Syariah merupakan institusi layanan pelayanan 
kesehatan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Operasional rumah 
sakit syariah dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang dikeluarkan 
oleh Fatwa dari Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
Rumah sakit syariah menonjolkan pelayanan yang menempatkan untuk 
mencapai Maqa>s{id as-syari’. 
Rumah sakit syariah menjamin mutu dan keselamatan pasien karena 
untuk mendapatkan sertifikasi rumah syariah, rumah sakit harus 
terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit(KARS). Rumah Sakit 
Syariah memberikan pelayanan atas dasar kasih sayang yang tulus, 
selamat menyelamatkan, menjamin kehalalan untuk meraih keberkahan 
serta menjaga hijab sebagai simbol ketaatan. 
Standar Rumah sakit syariah merupakan penyempurna dari standar  
yang ada di dalam akreditasi KARS, utamanya dalam  pelayanan  spiritual 
pasien. Rumah sakit syariah  memfokuskan pada penambahan “value” atas 
                                                          
       30 Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penelitian Fatwa..., hlm. 51. 
 14 
 
 
 
 
pelayanan yang diberikan kepada pasien  dengan memenuhi kebutuhan 
akidah, ibadah  serta muamalah (akad). Rumah sakit syariah memfokuskan 
pada value dalam pengelolaan manajemen rumah sakit secara umum 
dengan menambah  unsur  kehalalan, tidak riba dan tidak ada rishwah. 
Standar sertifikasi rumah sakit syariah merupakan batasan persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan kesehatan syariah. 
Standar sertifikasi syariah ditetapkan oleh DSN MUI bersama MUKISI.  
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan 
penelitian terdahulu. Selain itu, tinjauan pustaka berguna untuk 
menghindari adanya plagiasi atas karya orang lain. Berikut penelitian yang 
sudah dilakukan sebelumnya, antara lain: 
Prosiding, Sulistiadi W dan Rahayu S, Batusangkar Internasional 
Conference, IAIN Batusangkar, 2016, yang berjudul “Potensi Penerapan 
Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah di Indonesia”. Hasil 
penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan 
Agung Semarang sudah layak disebut rumah sakit berbasis Syariah karena 
sudah menerapkan prinsip Maqa>s{id as-syari’ yang dapat menjadi contoh 
bagi rumah sakit lainnya di Indonesia. Keterlibatan seluruh sumber daya 
dan lingkungan rumah sakit yang ada menjadi kunci suksesnya 
implementasi syariah di rumah sakit. Komitmen yang kuat dari rumah 
sakit dan masyarakat sekitar menjadikan demand yang tinggi terhadap 
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rumah sakit syariah dan merupakan potensi yang luar biasa untuk 
menerapkan prinsip maqashid syariah di rumah sakit di Indonesia.31 
Prosiding, Siti Aisyah Ismail dkk, Internasional Halal Management 
Conference (IHMC), Sejong University, 2017, yang berjudul “Journey to 
Shariah Hospital: An Indonesian Experience”. Hasil penelitian ini 
memberikan kesimpulan bahwa standar rumah sakit syariah diperoleh 
dengan proses yang berlangsung lama, ketat dan mendalam oleh MUKISI 
dan DSN-MUI, sebagai referensi untuk manajemen dan layanan rumah 
sakit yang sesuai syariah. Standar sertifikasi rumah sakit syariah 
memberikan nilai tambah di atas akreditasi rumah sakit nasional. 
Diharapkan kinerja rumah sakit meningkat melalui penerapan sertifikasi 
rumah sakit syariah dengan cara membangun budaya kerja yang 
berkualitas untuk staff rumah sakit melalui penanaman nilai-nilai 
syariah.32   
Skripsi Wildani Mahaldyan Syach, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, yang berjudul “Implementasi 
Aspek Hukum Standarr Pelayanan Minimum(SPM) pada Pasien Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tinjauan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional MUI No 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Studi di 
                                                          
       31 Sulistiadi W dan Rahyu S, “Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit 
Syariah di Indonesia”, Proceeding pada Batusangkar Internasional Conference-1 Graduate 
Programme of Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Batu sangkar. 15-16 Oktober 2016.   
 
       32 Siti Aisyah dkk, ”Journey to Shariah Hospital: An Indonesia Experience”, Prosiding pada 
International Halal Management Conference(IHMC) Sejong University. South Korea. 17-18 
Agustus 2017.  
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Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang”. Hasil penelitian ini 
memberikan kesimpulan bahwa Penerapan dari SPM di RSUD Kabupaten 
Jombang secara umum sudah terlaksana. Namun masih mengalami 
hambatan dalam penerapannya yang artinya belum 100% terlaksana. 
Faktor dari kepuasan pasien terhadap pelayanan sangat mempengaruhi 
penerapan dari SPM karena pasien merupakan salah satu sumber utama 
dari pelayanan. Banyak poin dari standar yang ditentukan oleh Fatwa 
Dewan Syariah Nasional MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
yang telah diterapkan oleh RSUD Kabupaten Jombang baik secara 
langsung maupun tidak langsung.33 
Skripsi Nanik Putpitasari, Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, 2018 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 
107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah(Studi Pada Rumah Sakit Islam At-
taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera 
Selatan)”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Pelayanan 
dan pengelolaan rumah sakit islam At-Taqwa Gumawang sebagian telah 
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 
107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit 
                                                          
       33 Wildani Mahaldyan Syach, “Implementasi Aspek Hukum Standart Pelayanan 
Minimum(SPM) pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tinjauan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Studi di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Jombang”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.  
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berdasarkan prinsip syariah. Implementasi konsep rumah sakit syariah 
pada rumah sakit islam At-Taqwa Gumawang sudah mengaplikasikan 
beberapa aspek yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 107/DSN-
MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan 
prinsip syariah.34 
Skripsi Annisa Sholiha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya, 2018, yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN No 107/DSN-
MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Di 
Mojokerto”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Rumah 
Sakit Islam Sakinah Mojokerto merupakan sebuah tempat pelayanan 
kesehatan yang ada di Mojokerto layanan kesehatan yang profesional dan 
paripurna. Rumah Sakit Islam Sakinah memilikki berbagai fasilitas, di 
antaranya ruang kamar dengan berbagai type VVIP, kamar khusus, masjid, 
apotik, dsb. Panduan bersuci, sholat bagi pasien dan panduan pengelolaan 
dana zakat, wakaf, infaq, sedekah masih belum ada. Kemudian untuk 
pengembangan dana Rumah Sakit Islam Sakinah masih menggunakan jasa 
lembaga keuangan konvensional.35 
Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang sekarang 
terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini terletak 
                                                          
       34 Nanik Putpitasari, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah(Studi Pada Rumah 
Sakit Islam At-taqwa Gumawang Kecamatan Belitang  Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)”, 
Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung, 2018.  
 
       35 Annisa Sholiha, “Tinjauan Fatwa DSN No 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Di Mojokerto”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan 
Ekonomi Islam Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya, 2018.  
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pada penerapan prinsip syariah di Rumah Sakit. Bilamana penelitian-
penelitian sebelumnya yang menjadi obyek kajian merupakan Rumah 
Sakit yang belum memperoleh sertifikasi syariah bahkan bukan Rumah 
Sakit Islam, maka dalam penelitian ini akan membahas penerapan secara 
spesifik terhadap Rumah Sakit yang telah memperoleh sertifikasi. Selain 
itu, Penelitian ini menyeluruh terhadap penerapan ketentuan yang terdapat 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip 
Syariah di RSU Amal Sehat Wonogiri.  
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur untuk 
memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. 
Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Metode 
penelitian memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal 
penelitian sampai akhir penelitian.36 
1. Jenis dan pendekatan penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan. Penelitian Lapangan (Field Research) dapat juga 
dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau 
sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya 
adalah peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan 
                                                          
      36 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm 69. 
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pengamatan tentang sesuatu kejadian dalam suatu keadaan alamaiah.37 
Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah 
yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek 
yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.  
Pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian 
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 
populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap 
individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap 
atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun 
prosedur38. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan 
dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) 
dalam latar alamiah.39 
2. Sumber data 
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data 
berupa data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh dari 
sumber asli atau pertama. Data primer harus diperoleh secara 
                                                          
       37 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 
26. 
 
       38 Ibid., hlm 82. 
 
       39 Ibid., hlm. 91. 
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langsung diambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang 
tepat dan yang dijadikan responden dalam penelitian.40 Data ini 
berupa hasil observasi, temuan dan wawancara secara langsung di 
RSU Amal Sehat Wonogiri.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga 
tinggal mencari. Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih 
mudah dan cepat karena sudah tersedia.41 Data ini digunakan untuk 
mendukung data primer yang memilikki hubungan dengan 
permasalahan penelitian. Data ini berupa Buku, artikel, fatwa, 
jurnal, prosiding, kamus, ensiklopedia, laporan tahunan, atau 
dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.  
3. Lokasi dan waktu penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dilakukan 
pengambilan data. Penelitian ini mengambil lokasi di RSU Amal Sehat 
Wonogiri yang beralamat di Jl. Ngerjopuro RT 02/RW 03, Slogohimo, 
Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian 
dilakukan selama 30 hari kerja. 
4. Teknik Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data. “Cara” menunjuk pada sesuatu 
                                                          
       40 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006), hlm. 123. 
 
       41 Ibid. 
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yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, 
tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaanya.42 Terdapat tiga 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang 
digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 
Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka 
secara individual.43 Wawancara dilakukan dengan teknik 
berstruktur berdasarkan daftar pertanyaan dengan maksud dapat 
mengontrol dan mengatur berbagai dimensi wawancara tersebut.44  
Penentuan pihak narasumber peneliti menggunakan teknik 
sampel bertujuan (purposive sample), karena pada penelitian 
kualitatif tidak ada sampel acak.45 Teknik pengambilan sampel 
purposif (purposial sampling), sampel ditetapkan secara sengaja 
oleh peneliti, didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu.46 
Peneliti melakukan wawancara dengan Bagian Pendidikan dan 
Pelatihan(Diklat), Bagian Pengembangan SDM, Komite Syariah, 
Pasien. 
                                                          
       42 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm. 134.  
 
       43 Sudaryono, Metodologi Penelitian ..., hlm. 214. 
 
       44 Ibid, hlm. 190. 
 
       45 Ibid, hlm. 224. 
 
       46 Sanapiah Faisal, Format-format penelitian sosial dasar-dasar dan aplikasi, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 1996), hlm. 67.  
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b. Observasi atau pengamatan 
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke 
objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 
Ada dua tipe observasi, yaitu: Observasi berpartisipasi dan 
observasi tidak berpartisipasi. Observasi berpartisipasi berarti 
peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang 
sedang diamati. Sedangkan observasi tidak berpartisipasi yaitu 
peneliti hanya berperan sebagai pengamat.47  
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tidak 
berpartisipasi. Sehingga peneliti hanya melakukan pengamatan 
secara langsung bukan sebagai bagian dari pelaku yang diamati. 
Observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat penerapan 
secara langsung di RSU Amal Sehat Wonogiri. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-
peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang 
relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu.48  
 
 
                                                          
       47 Sudaryono, Metodologi Penelitian..., hlm. 216. 
 
       48 Ibid, hlm. 219. 
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5. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang disarankan oleh data.49 Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Setelah 
data diperoleh dari obyek penelitian selanjutnya dikaji menggunakan 
analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan 
data deskriptif yaitu suatu data penjelasan yang tersusun sistematis dan 
logis. Dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang merupakan 
jawaban atas rumusan masalah dan permasalahan pokok yang diangkat 
dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif mulai 
dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum. 
H. Sistematika Penulisan 
Gambaran penulisan penelitian ini diuraikan dalam sistematika 
sebagai berikut: 
BAB Pertama, berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB Kedua, berisi Gambaran umum yang terdiri dari Gambaran 
umum Fatwa, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa 
                                                          
       49 Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm. 280.  
 24 
 
 
 
 
DSN-MUI No. 107 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah 
Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Rumah Sakit Syariah. 
BAB Ketiga, berisi Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Amal 
Sehat Wonogiri. Bab ini membahas profil rumah sakit, pelayanan rumah 
sakit, manajemen administrasi rumah sakit, produk rumah sakit. 
BAB Keempat, berisi analisis penerapan Fatwa DSN MUI No. 
107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Umum Amal Sehat 
Kabupaten Wonogiri. Bab ini membahas uraian analisis yang dilakukan 
oleh penulis guna mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait 
dengan penerapan Fatwa DSN MUI No. 107 tahun 2016.  
BAB Kelima, berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
Kesimpulan merupakan ringkasan atas analisis penyelenggaraan RSU 
Amal Sehat Wonogiri. Saran merupakan rekomendasi penulis untuk 
penyelenggaraan rumah sakit syariah maupun penelitian lanjutan. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM FATWA, DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS 
ULAMA INDONESIA, FATWA DSN MUI NO 107 TAHUN 2016 DAN 
RUMAH SAKIT SYARIAH 
 
A. Gambaran Umum Fatwa  
Permulaan fatwa adalah ketika Rasulullah Saw ditanya tentang berbagai 
masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat mengajukan 
pertanyaan kepada Rasulullah saw yang berarti mereka meminta fatwa 
(istifta’), seperti diungkapkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 176: 
 ِةَلَلاَكْلا ِفي ْمُكيِتْفُـي ُ َّ ا ِلُق َكَنوُتْفَـتْسَي ◌ۚ ...  
Artinya: 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)...1 
Kata Fatwa berasal dari afta(تىفأ), atau (  ءاتفإ ). Kata ini mempunyai dua 
arti utama yaitu: 
1. Arti pertama: Keseriusan, yang berarti serius, tenang, dan dari makna ini 
berasal nama (تىفلا) al-fata. 
2. Arti kedua: Penjelasan atau klarifikasi dan penunjukkan, dan dari makna 
ini berasal kata ( الىوتف ) al-fatwa. Oleh karena itu al-fatwa dari aspek 
harfiah merupakan penjelasan tentang hal yang tidak jelas. Disisi 
                                                          
       1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: 
Lentera Abadi, 2010). 
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lain(ءاتفتسلاا) istifta adalah istilah lain yang berkaitan dengan fatwa dan 
berasal darinya yang berarti mengajukan pertanyaan kepada mufti{ |atau 
mencari jawaban darinya tentang masalah yang tidak jelas dalam agama.2 
Menurut Imam Ibn Mandzur dalam Lisa|n al-‘Arab sebagaimana dikutip 
oleh Panji Adam menyatakan, Afta|hu fi al-amr aba|nahu lahu (menyampaikan 
fatwa kepada ia pada suatu perkara), maksudnya adalah menjelaskan perkara 
tersebut kepadanya); wa afta| al-rajulu fi al-mas’alah (seorang laki-laki 
menyampaikan fatwa pada suatu masalah); wa astaftaituhu fiiha| fa aftaniy 
ifta|’an wa futa| (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan 
ia memberikan kepadaku sebuah fatwa).3 
Fatwa merupakan pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam 
disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni 
mufti.4 Fatwa didefinisikan sebagai opini legal tidak mengikat yang 
dikeluarkan mufti dalam menjawab pertanyaan peminta fatwa.5 Tugas mufti 
tidak lebih dari menjelaskan masalah-masalah yang ditanyakan kepadanya. 
Kalau dia seorang mujtahid, dia mengemukakan hukum berdasarkan 
pandangan dan ijtihad sendiri. Kalau kiranya dia bukan seorang mujtahid, dia 
                                                          
       2 Ahcene Lahsasna, Introduction to Fatwa, shariah supervision & governance in Islamic 
Finance, (Kuala lumpur:CERT Publications, 2011), hlm. 6. 
 
       3 Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, metodologi, dan Implementasinya 
pada Lembaga Keuangan Syariah), (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 19. 
 
       4 Cyril, Glasse, Ensiklopedia Islam(ringkas) penerjemah Ghufron A. Mas’adi ed 1 cet 3, 
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 98. 
 
       5 John L Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, terj. Eva Y.N, dkk, (Bandung: 
Mizan, 2002), hlm 51. 
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boleh berfatwa dengan pendapat orang lain, dan orang lain itu boleh siapa 
saja dari para ahli fiqih dan mujtahid yang dipilihnya. 6 Fatwa merupakan 
jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli di 
bidangnya tentang sesuatu yang tidak begitu jelas hukumnya.7 
Fatwa didahului oleh sebuah pertanyaan tentang hukum islam yang 
jawabannya itu menjadi fatwa. Fatwa diperlukan karena memuat penjelasan-
penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, masalah aktual dan 
kontemporer seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Fatwa telah 
berperan dalam menjelaskan hukum islam dalam bentuk jawaban konkret 
terhadap kasus demi kasus yang dihadapi masyarakat. Fatwa dibukukan dan 
diajarkan kepada masyarakat dan telah menjadi pedoman untuk mengetahui 
bagaimana penerapan syariah terhadap masalah tertentu. 
Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Hadyu Al-Islam: Fatawa 
Mu’ashirah cara yang ditempuh dalam memberikan fatwa-fatwa didasarkan 
pada beberapa kaidah antara lain:8 
1. Bebas dari Fanatisme kemadzhaban, yakni tidak bertaklid buta kepada si 
Zaid atau si ‘Amr dari orang-orang masa dahulu maupun orang-orang 
yang hidup dalam zaman-zaman berikutnya. 
                                                          
       6 Syekh Mahmud Syaltut, Akidah Dan Syariah Islam, terj. Fachrudin, (Jakarta: Bina Aksara, 
1985), hlm. 307. 
 
       7 Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana, 
2017), hlm 264. 
 
       8 Yusuf Qardhawi, Hadyu Al-Islam Mu’ashirah, terj. Al-Hamid Al-Husaini, (Jakarta: Yayasan 
Al Hamidiy, 1994), hlm. 8.  
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2. Semangat mempermudah dan memperingan harus dimenangkan atas 
semangat memperberat dan mempersulit. Itu disebabkan oleh dua hal: 
Syariat ditegakkan atas dasar kemudahan dan meniadakan kesulitan dari 
kehidupan manusia dan Ciri zaman hidup dewasa ini, dan dapat 
disaksikan sehari-hari, betapa hebat kebendaan menguasai kerohanian, 
egoisme mengalahkan kemaslahatan orang lain, dan pertimbangan 
keuntungan mengalahkan akhlak. 
3. Berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti, menghindari 
penggunaan istilah yang sulit dan berbelit-belit, kata-kata kasar yang 
tidak sopan serta memilih kata-kata yang mudah, cermat dan tepat. 
4. Menghindari yang tidak bermanfaat. 
5. Berpegang pada prinsip “jalan tengah” antara sikap menggampangkan 
(untuk memperoleh kelonggaran hukum) dan sikap serba ketat hingga 
mempersulit dan berlebih-lebihan. 
6. Fatwa harus disertai penjelasan. 
B. Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Menurut Azumardi Azra, sebagaimana dikutip Slamet Suhartono, 
bahwa: “Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan yang bersifat 
independen, tidak terafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau 
aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia.9 Peran Majelis Ulama 
Indonesia untuk memberikan fatwa yang terkait dengan masalah keagamaan 
maupun kemanfaatan bangsa dan negara.  
                                                          
       9 Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara 
Hukum Pancasila”, Jurnal Al-Ihkam, Vol 12, No. 2, Desember 2017, hlm. 449. 
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MUI telah banyak mengkaji permasalahan agama dan kemasyarakatan 
dengan menghasilkan fatwa. Fatwa yang dihasilkan MUI dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa aspek: ibadah, keagamaan, masalah sosial 
kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.10 Pada tahun 1998 MUI 
membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN MUI) 
yang khusus menangani fatwa tentang ekonomi syariah.  
Sejak berdiri tahun 1998 hingga tahun 2007, DSN-MUI telah 
mengeluarkan fatwa fiqih muamalah yang cukup banyak.11 Dewan Syariah 
Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk 
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga 
keuangan syariah.12 
Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi 
para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi/keuangan. DSN-MUI diharapkan untuk mendorong penerapan 
ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. DSN-MUI berperan secara proaktif 
dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi 
dan keuangan.13 
 
                                                          
       10 Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia(2003), Departemen Agama Republik Indonesia. 
 
       11 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm 81. 
 
       12 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional, cet 3, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 426. 
 
      13 Dasar Pemikiran (bagian 2, 3, dan 4) Surat Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 
tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(PD DSN-MUI). Lihat 
buku: “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (Jakarta:DSN MUI dan Bank Indonesia), hlm. 
424. 
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Fatwa DSN-MUI merupakan jawaban atas permasalahan ekonomi atau 
keuangan masyarakat yang belum jelas hukumnya. Kedudukan fatwa DSN-
MUI dalam hierarki perundang-undangan tidak tercantum fatwa. Sehingga 
fatwa tidak mengikat untuk seluruh masyarakat. Hal ini berbeda dengan 
aturan hukum yang mengikat kepada seluruh umat maupun masyarakat. 
Produk syariah tidak dapat dikatakan syariah tanpa ada dasar aturan yang 
tetap ketika belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur, maka 
fatwa DSN-MUI menjadi pengganti sebelum adanya undang-undang atau 
peraturan tentang produk tersebut. 
Pada tahun 2006 jumlah fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI 
mencapai 53 fatwa. Sedangkan tahun 2014 jumlah fatwa DSN-MUI mencapai 
94 fatwa.14 Secara umum proses penyusunan fatwa DSN MUI tidak berbeda 
dengan penyusunan Fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan 
fatwa, proses pendalaman materi dan penetapan fatwa dalam suatu rapat 
pleno atau sidang komisi.  
Proses penyusunan Fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap 
permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan 
keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI. 
Selanjutnya BPH DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud 
secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut untuk 
menyiapkan draf fatwa terkait permaslaahan yang telah disampaikan. 
                                                          
       14 Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, “Synergy of Conflict of Laws?(Comparison 
beetwen the compilation of rules on shariah economy(KHES) and the National Shariah 
Board’s(DSN) Fatwas”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 684. 
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Proses pembuatan draf fatwa dimaksud melibatkan para praktisi/pakar 
di bidang terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab-
kitab fikih klasik maupun kontemporer. Draft fatwa yang telah diselesaikan 
oleh BPH DSN-MUI akan diajukan dan dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI 
yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah draft fatwa tersebut 
dibahas dan disetujui dalam Rapat pleno DSN-MUI, maka draf fatwa 
dimaksud akan ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI dan ditanda tangani oleh 
pimpinan DSN-MUI.  
C. Ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
Fatwa DSN MUI Nomor 107 tahun 2016 mengatur berbagai ketentuan 
dalam pelaksanaan Rumah Sakit yang menggunakan prinsip syariah:15 
1. Ketentuan Umum 
Ketentuan ini berisi hal-hal yang bersifat umum terkait dengan isi 
dari Fatwa ini. Selain itu, pada ketentuan umum yang terdapat dalam 
fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan 
Rumah Sakit Syariah. Ketentuan umum ini berlaku secara menyeluruh 
terhadap aspek penyelenggaraan Rumah sakit berdasar prinsip syariah. 
Ketentuan yang lebih khusus akan dijelaskan dalam ketentuan 
selanjutnya. Ketentuan umum ini berisi antara lain: 
a. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
                                                          
       15 Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah. 
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yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 
darurat. 
b. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memilikki pengetahuan dan/atau 
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan. 
c. Pemasok alat kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus,  mesin 
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk 
mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 
penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, 
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 
d. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis 
atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 
pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 
kontrasepsi untuk manusia. 
e. Pemasok obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat. 
f. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan untuk mencegah, 
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau 
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 
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g. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah 
Sakit. 
h. Penanggungjawab pasien adalah keluarga pasien atau pihak lain 
yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggungjawab secara 
finansial terkait pengobatan pasien. 
i. Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan 
(tafrith/taqshir), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak 
dilakukan (ifrath/ta’addi). 
j. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang 
atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. 
k. Akad Ijarah muntahiyyah bit tamlik adalah perjanjian sewa 
menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas 
benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. 
l. Akad Bai’ (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang 
menjadi sebab perpindahannya kepemilikkan obyek jual beli. 
m. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua 
pihak, di mana pihak pertama (malik, shahibul mal) menyediakan 
seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (amil, 
mudharib), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 
nisbah yang disepakati. 
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n. Akad Musyarakah mutanaqishah adalah akad musyarakah yang 
kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) 
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. 
o. Akad Wakalah bi al-ujrah adalah akad pemberian kuasa dengan 
imbalan (ujrah). 
p. Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan 
yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat 
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan 
dilakukan terhadap pasien. 
q. Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti 
Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-Undang Praktik 
Kedokteran. 
r. Clinical Pathway (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkan detail 
tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasu hasil yang 
diharapkan. 
2. Ketentuan terkait Akad dan Subyek Hukum 
Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai: “ 
Pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara”. Sedangkan 
pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) 
didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.16 Akad 
merupakan suatu persetujuan yang ditetapkan dengan ijab qabul antar 
                                                          
       16 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2013), hlm 51. 
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pihak berdasarkan ketentuan yang menimbulkan akibat hukum terdapat 
objeknya. Ketentuan ini menjelaskan subyek hukum yang terkait serta 
akad yang akan digunakan. 
a. Akad antara rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad 
ijarah atas jasa pelayanan kesehatan, Rumah sakit sebagai pengguna 
jasa(Musta’jir), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi jasa(Ajir). 
Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas 
barang atau jasa, melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 
pemindahan kepemilikan 
b. Akad antara rumah sakit dengan pasien adalah akad ijarah, Rumah 
sakit sebagai pemberi jasa(Ajir), dan pasien sebagai pengguna 
jasa(Musta’jir), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami 
pasien. 
c. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat kesehatan dan 
Pemasok alat Laboratorium (selanjutnya disebut Pemasok) dapat 
berupa: 
1) Akad Ijarah; Rumah sakit sebagai penyewa (musta’jir), dan 
pemasok sebagai pihak yang menyewakan (mu’jir); 
2) Akad Ijarah muntahiyah bi al-tamlik; akad sewa yang diakhiri 
dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari mu’jir 
kepada musta’jir; 
Akad Ijarah muntahiyah bi al-tamlik merupakan perpaduan 
antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa 
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yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. 
Sifat atas perpindahan kepemilikan ini pula yang membedakan 
dengan ijarah biasa. 17 
3) Akad bai’; Rumah sakit sebagai pembeli (musytari), dan 
pemasok sebagai penjual (ba’i); 
4) Akad Mudharabah; Rumah sakit sebagai pengelola (mudharib), 
dan pemasok sebagai pemilik modal (shahib al-mal); 
Mudharabah merupakan kesepakatan antara pemilik modal 
dengan pengelola untuk digunakan memberikan pasokan obat 
dan laboratorium kepada pasien melalui pengelola di mana 
keuntungan dibagi antara pemilik dan pengelola. 
5) Akad musyarakah mutanaqishah; rumah sakit dan pengelola 
menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok 
berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah 
sakit secara bertahap. 
d. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa: 
1) Akad bai’; rumah sakit sebagai pembeli (musytari), dan 
pemasok obat sebagai penjual (ba’i), baik secara tunai 
(naqdam), angsuran(taqsith), maupun tangguh (ta’jil); atau 
2) Akad wakalah bi al-ujrah; Rumah Sakit sebagai wakil, dan 
pemasok obat sebagai pemberi kuasa (muwakkil) untuk menjual 
obat kepada pasien. 
                                                          
       17 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 
2001), hlm. 102. 
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Akad digunakan Rumah sakit(pihak kedua) sebagai wakil 
pemasok obat(pihak pertama) untuk melakukan kuasa menjual 
obat kepada pasien(pihak ketiga), bilamana kuasa itu telah 
dijalankan sesuai dengan kesepakatan, perintah tersebut 
sepenuhnya menjadi milik pertama.  
3. Ketentutan terkait Akad 
Ketentuan terkait akad ini mengatur tentang ketentuan dan syarat 
akad yang digunakan dengan menggunakan beberapa Fatwa DSN MUI. 
Pada dasarnya ketentuan fatwa yang digunakan sama dengan 
industri/lembaga ekonomi syariah yang lain seperti perbankan syariah, 
asuransi syariah maupun industri non keuangan syariah. 
a. Para pihak menggunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan 
syarat yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 
b. Para pihak menggunakan akad jual-beli, maka berlaku ketentuan dan 
syarat yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 
c. Para pihak menggunakan akad al-Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik, 
maka berlaku ketentuan dan syarat yang terdapat dalam fatwa DSN-
MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-
Muntahiyyah bi al-Tamlik. 
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d. Para pihak menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah, maka 
berlaku ketentuan dan syarat yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI 
Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. 
e. Para pihak menggunakan akad mudharabah, maka berlaku ketentuan 
dan syarat yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh). 
f. Para pihak menggunakan akad Wakalah bi al-Ujrah, maka berlaku 
ketentuan dan syarat yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 
10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dan Fatwa DSN-MUI 
Nomor 52/DSN/-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah 
pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. 
4. Ketentuan terkait Pelayanan 
Pelayanan merupakan faktor penting khususnya bagi perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa. Pelayanan ditentukan oleh manajemen 
yang baik serta sesuai dengan ketentuan akan menjadikan pelayanan 
menjadi baik, terlebih sesuai dengan syariah agama islam, sehingga 
manajemennya menjadi manajemen syariah.18 
1. Rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan wajib memenuhi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. 
Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling timbal 
balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan 
kewajiban bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya kewajiban salah 
                                                          
       18 Sumadi, “Peran Manajemen Syariah Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan pada 
Rumah Sakit Islam di Kota Surakarta”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 03, No. 02, 2017, hlm. 
112. 
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satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling 
berhadapan dan diakui dalam hukum islam. Hak menurut hukum 
islam adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau 
masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syariah. 
Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain 
untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian 
hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah 
sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.19  
2. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
Panduan Praktik Klinis(PPK), clinical pathway dan atau standar 
pelayanan. 
Rumah sakit wajib memenuhi beberapa jenis layanan sesuai 
dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam SK Menkes RI 
Nomor 129 tahun 2008. 
3. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 
pasien, tanpa memandang ras, suku dan agama. 
4. Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, 
santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan 
pelayanan yang transparan dan berkualitas. 
                                                          
       19 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam..., hlm. 64. 
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5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran 
dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada 
pasien. 
Aspek keadilan dan kewajaran adalah bahwa penyelenggaraan 
Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata 
kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat 
serta pelayanan yang bermutu.20 
Pasien di rumah sakit terkadang tidak memiliki kemampuan 
untuk membayar biaya perawatan, sehingga menimbulkan piutang 
bagi rumah sakit dan hutang bagi pasien. Syariah Islam mengatur 
bahwa hutang merupakan salah satu kewajiban yang harus 
diselesaikan oleh orang yang berhutang. Rumah sakit perlu memiliki 
kepedulian terhadap pasien gagal bayar (baik yang masih hidup, 
terlebih yang telah meninggal dunia), dan  tidak memiliki 
kemampuan membayar. Mekanisme pengelolaan pasien yang tidak 
mampu membayar dilaksanakan atas rekomendasi dari komite 
syariah berdasarkan pedoman kesyariahan dari dewan pengawas 
syariah.21 
6. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spriritual 
keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. 
                                                          
       20 Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5072) Pasal 2. 
 
       21 Mukisi, Standar dan sertifikasi rumah sakit syariah versi 1438, (Jakarta: MUKISI, 2017), 
hlm 74. 
 41 
 
 
 
 
Islam telah mengajarkan tentang pelayanan kesehatan yang 
memberikan pelayanan komprehensif baik bio-psiko-sosio-kultural 
maupun spritual yang ditujukan kepada individu maupun  
masyarakat.22 
7. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua 
peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah sakit. 
8. Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib 
mewujudkan akhlak karimah. 
9. Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, 
risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. 
10. Rumah sakit wajib memilikki Dewan Pengawas Syariah. 
Dewan Pengawas  Syariah diangkat oleh Pemilik berdasarkan 
rekomendasi DSN-MUI. DPS bertanggung jawab mengawasi 
operasional  rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Fungsi Dewan Pengawas Syariah: 
1) Melakukan pengawasan syariah operasional rumah sakit 
2) Melaporkan pelayanan dan operasional rumah sakit dari sisi 
syariah kepada DSN-MUI 
3) Mengeluarkan opini syariah (pendapat kesyariahan untuk 
menjawab pertanyaan atau permasalahan dari organisasi) 
                                                          
       22 Sulistiadi W dan Rahyu S, “Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit 
Syariah di Indonesia”, Proceeding pada Batusangkar Internasional Conference-1 Graduate 
Programme of Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Batu sangkar. 15-16 Oktober 2016. hlm. 
685. 
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4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan 
pembahasan secara syariah, untuk selanjutnya disampaikan 
kepada MUI dan DSN-MUI 
5) Turut berperan serta dalam sosialisasi dan edukasi rumah sakit 
kepada masyarakat. 
11. Rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama 
Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam Kontemporer bidang 
kedokteran (al-masa’il al-fiqhiyah al-waqi’iyah al-thibbiyah). 
12. Rumah sakit wajib memilikki panduan terkait tata cara ibadah yang 
wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata 
cara bersuci dan shalat bagi yang sakit). 
13. Rumah sakit wajib memilikki panduan terkait standar kebersihan 
rumah sakit. 
5. Ketentuan terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, 
Kosmetika, dan Barang Gunaan 
a. Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, 
kosmetika dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat 
Halal dari Majelis Ulama Indonesia(MUI); 
b. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari 
MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur 
yang haram; 
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c. Dalam kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang 
mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed 
consent. 
6. Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan 
Dana Rumah Sakit 
a. Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah 
dalam upaya penyelenggaran rumah sakit, baik bank, asuransi, 
lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan maupun dana pensiun; 
b. Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis aset 
lainnya sesuai dengan prinsip syariah; 
c. Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha 
dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip 
syariah. 
d. Rumah sakit wajib memilikki panduan pengelolaan dana zakat, infaq 
sedekah dan wakaf. 
D. Gambaran Umum Rumah Sakit Syariah 
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.23 Oleh karena itu, 
setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, 
                                                          
      23 Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 44 
 
 
 
 
partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi 
pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan 
daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.24  
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 
pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara 
berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk 
seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang 
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat 
menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.25 
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 
merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam 
mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat 
kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya 
masing-masing berinteraksi satu sama lain.26 
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.27  Pada 
                                                          
       24 Prinsip-prinsip ini telah tertuang dalam penjelasan umum UU No. 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan. 
 
      25 Noor M Aziz, dkk, “Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah 
Sakit dan Pasien”, (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2010), hlm. 4 
 
      26 Ibid. 
 
      27 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 
Pasal 1 ayat 1. 
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dasarnya rumah sakit sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan 
kesehatan. Pemerintahmempunyai tanggungjawab untuk memberikan layanan 
kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Rumah sakit wajib memenuhi beberapa jenis layanan sesuai dengan 
standar pelayanan minimal yang diatur dalam SK Menkes RI Nomor 129 
tahun 2008. Jenis-jenis pelayanan tersebut meliputi: 
1. Pelayanan gawat darurat 12.  Pelayanan tranfusi darah 
2. Pelayanan rawat jalan 13.  Pelayanan keluarga miskin 
3. Pelayanan rawat inap 14.  Pelayanan rekam medis 
4. Pelayanan bedah 15.  Pengelolaan limbah medis 
5. Pelayanan persalinan dan 
perinatologi 
16.  Pelayanan administrasi manajemen 
6. Pelayanan intensif 17.  Pelayanan ambulans/kereta jenazah 
7. Pelayanan radiologi 18. Pelayanan pemulasaran jenazah 
8. Pelayanan laboratorium 
patologi klinik 
19. Pelayanan laundry 
9. Pelayanan rehabilitasi medik 20. Pelayanan pemeliharaan sarana 
rumah sakit 
10. Pelayanan farmasi 21.  Pelayanan pengendalian infeksi 
11. Pelayanan Gizi  
Seiring pemahaman masyarakat akan layanan kesehatan syariah kepada 
penyelenggara rumah sakit. Di tahun 2016 MUKISI mengajukan standarisasi 
konsep rumah sakit syariah kepada DSN MUI. DSN MUI bekerjasama 
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dengan MUKISI mengkaji Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
berdasarkan prinsip syariah. Rumah sakit syariah yang memberikan layanan 
kebutuhan kesehatan dan spritiual. Standar yang dibangun dalam rumah sakit 
syariah tidak keluar dari kaidah syariah.  
Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktifitasnya 
berdasar pada Maqa>s}id al-Sharah al-Isla>miyah(Tujuan dilaksanakannya 
syariah Islam). Maqa>s}id al-Sharah al-Isla>miyah menurut Imam Satibi:28  
1. Memelihara Agama(hifz} al-di>n) 
2. Memelihara Jiwa (hifz} al-nafs) 
3. Memelihara Keturunan(hifz} al-nas}l) 
4. Memelihara Akal(hifz} al-‘aql) 
5. Memelihara harta(hifz} al-ma>l) 
Rumah sakit syariah memfokuskan pada penambahan nilai atas 
pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan memenuhi kebutuhan 
akidah, ibadah serta muamalah. Selain itu, rumah sakit syariah menjadi 
bagian sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat Indonesia, sehat fisik, sehat jiwa dan sehat spiritual.29 
Rumah sakit syariah beroperasi dengan mengadopsi standar-standar 
syariah yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI. Sertifikasi rumah sakit 
syariah perlu untuk menjaga jiwa, memelihara akal, harta serta kehormatan 
                                                          
       28 Masyhudi, “Integrasi Rumah Sakit Syariah dalam Sistem Kesehatan Nasional”, Makalah 
pada 2nd Internasional Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX), Jakarta, 23 Pebruari 
2019. hlm. 14.  
 
       29 Ibid. hlm. 42. 
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dan memberikan peluang bagi Rumah sakit islam sebagai pembeda pelayanan 
yang khas, menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi sebagai 
hamba Allah sekaligus sebagai jalan dalam menegakkan syariat islam.30 
Rumah sakit syariah wajib memenuhi indikator mutu dan standar 
pelayanan minimal syariah yang diatur dalam Pedoman Minimal Syariah dan 
Indikator Mutu Wajib Syariah. Indikator mutu wajib syariah meliputi: 
1. Pasien sakratul maut terdampingi dengan talqin 
2. Mengingatkan waktu sholat 
3. Pemasangan DC sesuai gender  
Standar pelayanan tersebut meliputi: 
1. Membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan 
2. Hijab untuk pasien 
3. Mandatory training untuk fiqh pasien 
4. Adanya edukasi islami (leaflet atau buku kerohanian) 
5. Pemasangan EKG sesuai gender 
6. Pemakaian hijab ibu menyusui 
7. Pemakaian hijab di kamar operasi 
8. Penjadwalan operasi elektif tidak terbentu waktu sholat 
Seritifikasi rumah sakit syariah sendiri dilakukan oleh DSN-MUI. 
Sertifikasi ini bertujuan untuk meyakinkan pasien dan keluarganya bahwa 
rumah sakit tersebut sudah benar-benar teruji karena sudah memilikki 
                                                          
       30 Annisa Sholiha, “Tinjauan Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto”, Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi 
Islam Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 45. 
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sertifikat syariah. Standar sertifikasi rumah sakit syariah mengacu pada 
kriteria yang dikeluarkan DSN-MUI. 
Ada syarat mutlak dari sertifikasi rumah sakit syariah, yaitu rumah sakit 
tersebut harus telah lulus akreditasi KARS (komisi akreditasi rumah sakit). 
Hal ini dipersyaratkan agar rumah sakit syariah harus bermutu tinggi dan 
menjaga keselamatan pasien, dan itu dapat dipenuhi dengan memenuhi 
standar akreditasi KARS. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM AMAL SEHAT 
WONOGIRI 
A. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Amal Sehat Wonogiri 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri bermula dari SK Menkes No. 
HK.00.06.1.4.1304 tanggal 25 Maret 2002 tentang penunjukan Uji Coba 
Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar untuk wilayah karesidenan 
Surakarta. Kemudian melalui SK. Bupati Wonogiri No. 296 tanggal 27 
Juni 2003, tentang pelaksanaan Uji Coba Rumah Sakit Pelayanan Medik 
Dasar untuk wilayah Kab. Wonogiri maka pada tanggal 10 Juli 2003 
diajukan proposal permohonan pendirian RSPMD Amal Sehat. 
Seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi 
terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri maka 
upaya perbaikan, pembenahan, melengkapi segala sarana & prasarana 
menuju rumah sakit yang benar-benar jadi dambaan masyarakat terus 
dilakukan, dengan tekad memberikan pelayanan yang terbaik serta biaya 
yang terjangkau oleh semua lapisan, terutama masyarakat yang kurang 
mampu. 
Atas rekomendasi Bupati Wonogiri No. 410/6539 pada tanggal 14 
Oktober 2006 tentang Ijin Prinsip Pengembangan Rumah Sakit Amal 
Sehat kemudian terbitlah SK Gubernur Jateng No. 503/10142/2007/5.2 
tanggal 3 Agustus 2007 tentang Ijin Sementara Penyelenggaraan 
Kesehatan kepada Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri.  
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Akhirnya dengan Rekomendasi Persi Jateng No. 
09/PERSI/REK/III/08 tanggal 7 April 2008 dan komitmen untuk 
menjadikan Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri sebagai sarana membantu 
masyarakat agar cepat dan mudah untuk memperoleh pelayanan, 
kesehatan, maka Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia, telah memberikan Ijin Tetap (Surat Ijin Penyelenggaraan 
Rumah Sakit) kepada Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri melalui Surat 
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.07.06/III/3394/08. 
Untuk meningkatkan mutu pelayanan pada tanggal 09 Desember 
tahun 2011 Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri telah terakreditasi penuh 5 
pelayanan oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit). Akreditasi 
dilakukan sebagai wujud tanggungjawab Rumah Sakit Amal Sehat 
Wonogiri dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Perbaikan mutu terus dilakukan dan pada akhirnya tanggal 20 
Desember 2012 oleh Kementerian Kesehatan RI melalui SK nomor 
HK.03.05/I/2845/2012 tentang penetapan Kelas Rumah Sakit Amal Sehat 
Wonogiri ditetapkan bahwa Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri 
merupakan rumah sakit dengan kelas D. Kemudian pada tanggal 06 
Februari 2013 Bupati Wonogiri menerbitkan SK nomor 6/II/2013 tentang 
Pemberian Ijin Operasional Tetap penyelenggaraan Sarana Kesehatan. 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri terus melakukan perbaikan demi 
terciptanya mutu pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
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Hingga pada bulan Desember 2015 dilakukan penilaian Akreditasi KARS 
versi 2012 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit(KARS) di Rumah Sakit 
Amal Sehat Wonogiri. Pelaksanaan Akreditasi KARS versi 2012 Rumah 
Sakit Amal Sehat Wonogiri menyandang PARIPURNA. 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri dalam 4(empat) tahun berupaya 
untuk meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana serta SDM yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dengan 
tujuan untuk meningkatkan kelas atau tipe Rumah Sakit Amal Sehat 
Wonogiri yang semula kelas D menjadi kelas C.  
Tanggal 17 September 2018 Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri 
resmi menjadi Rumah Sakit dengan kelas C sesuai dengan penetapan dari 
DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dengan nomor rekomendasi 
445/2059/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Wonogiri berlaku sampai tanggal 19 September 2023. 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri pada tanggal 04 Juni 2018 telah 
dilakukan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah oleh DSN-MUI melalui Surat 
Keputusan Nomor 005.62.09/DSN-MUI/VI/2018 tentang Sertifikat 
Kesesuaian Syariah Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri menetapkan 
bahwa Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri telah memenuhi prinsip-prinsip 
syariah.1 
Menurut Khusnaini selaku komite Syariah RSU Amal Sehat 
Wonogiri adanya sertifikasi Rumah Sakit Syariah untuk melengkapi 
                                                          
       1 Nuraini, Komite Syariah, Wawancara, 3 Mei 2019, jam 10.00 WIB. 
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persyaratan DSN-MUI dan MUKISI. Sebuah karunia rumah sakit dengan 
tipe umum bukan rumah sakit islam namun dipercayai oleh auditor DSN-
MUI sebagai rumah sakit syariah. Pendirian RSU Amal Sehat dari awal 
sudah diniatkan untuk membangun kemaslahatan umat bukan sekedar 
berorientasi pada profit karena rumah sakit mudah terjangkau untuk 
seluruh lapisan masyarakat.   
Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan serta 
keselamatan pasien, pada tanggal 28 Januari 2019 telah dilaksanakan re-
akreditasi versi SNARS edisi 1 tahun 2018. 
B. FALSAFAH, VISI, MISI, MOTTO DAN TUJUAN 
1. FALSAFAH 
a. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-KU (Al-Qur’an Surat Adz Dzariyat: 56); 
b. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-
orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka 
kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di 
sisi Tuhan mereka ialah syurga  ‘Adn yang mengalir dibawahnya 
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sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah 
ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang 
demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada 
Tuhannya. (Al-Qur’an Surat Al-Bayyinah: 5-8); 
c. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya 
pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa 
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka 
sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain 
hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (Al Qur’an Surat Ali 
Imran : 185); 
Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang 
lain. (HR. Ath-Thabrani & Baihaqi). 
2. VISI 
Menjadi rumah sakit yang islami, bermutu, terjangkau dan menjadi 
pembuka pintu kebaikan semua lapisan masyarakat. 
3. MISI 
Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Rumah Sakit Umum 
Amal Sehat Wonogiri menyelenggarakan misi: 
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang islami dan bermutu; 
b. Membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan yang prima sesuai dengan kemampuan rumah 
sakit; 
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c. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepahaman agama 
untuk Sumber Daya Insani(SDI) rumah sakit; 
d. Memberikan partisipasi yang optimal dalam membangun 
peradaban manusia yang diridhoi Allah. 
4. Tujuan 
a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan Islami; 
b. Mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima, profesional, 
efektif dan efisien serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat 
berdsarkan dengan prinsip atau kaidah-kaidah islam; 
c. Mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi 
masyarakat yang kurang mampu; 
d. Memilikki Sumber Daya Manusia yang profesional dalam 
bidangnya dan berakhlakul karimah; 
e. Terbentuknya Sumber Daya Manusia yang memilikki komitmen 
tinggi terhadap pelayanan kesehatan islam dengan : 
1) Menjunjung tinggi etika rumah sakit islam, etika kedokteran 
dan etika kedokteran islam; 
2) Istiqomah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan rumah 
sakit islam. 
f. Terselenggaranya silaturahmi yang intensif dengan masyarakaat 
dan partisipasi aktif dalam upaya membangun masyarakat sehat 
sejahtera yang dirahmati Allah Swt. 
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g. Menjadi rujukan bagi masyarakat dan rumah sakit lain dalam 
pelayanan kesehatan islami 
h. Mampu ikut serta dalam meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. 
5. MOTTO 
Melayani dan Peduli 
C. STRUKTUR ORGANISASI 
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D. PELAYANAN KESEHATAN YANG DISEDIAKAN 
Pelayanan kesehatan yang disediakan di RSU Amal Sehat Wonogiri 
meliputi: 
1. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi: 
a. Poliklinik Umum, meliputi 
1) Poli Umum 
2) Poli Gigi 
3) Poli Fisioterapi 
b. Poliklinik Spesialis, meliputi: 
1) Poli Spesialis Obsygn 6)   Poli spesialis mata 
2) Poli spesialis anak 7)   Poli spesialis saraf 
3) Poli spesialis penyakit dalam 8)   Poli spesialis ortopedi 
4) Poli spesialis bedah 9)   Poli spesialis urologi 
5) Poli spesialis THT 10) Poli spesialis radiologi 
2. Pelayanan Rawat Inap 
RSU Amal Sehat Wonogiri melayani pasien 24 Jam. Terdapat 5 
bangsal untuk pasien rawat inap. Sedangkan kapasitas tempat tidur 
Rumah Sakit total berjumlah 101 tempat tidur dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Bangsal Umar Bin Abdul Aziz 
Bangsal Umar Bin Abdul Aziz merupakan bangsal baru di 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, dimana bangsal tersebut 
merupakan pengembangan dari Bangsal Utsman bin Affan. 
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Bangsal Umar bin Abdul Aziz dibagi menjadi 3 kelas perawatan 
yaitu Kelas VIP, Kelas 1 dan Kelas 3. Bangsal Umar Bin Abdul 
Aziz digunakan untuk semua pasien baik laki-laki maupun 
perempuan dewasa dan anak-anak. 
b. Bangsal Khodijah ra & ‘Aisyah ra 
Bangsal Khodijah ra & ‘Aisyah ra merupakan bangsal yang 
digunakan untuk pasien perempuan dan anak-anak. Ruang 
khodijah ra digunakan untuk ruang perawatan anak dan dibagi 
menjadi 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2, sedangkan untuk Ruang 
‘Aisyah ra hanya terdiri dari kelas 1 saja untuk perawatan pasien 
perempuan dewasa. 
c. Bangsal Abu Bakar ra 
Bangsal Abu Bakar As Shidiq merupakan salah satu bangsal 
yang ada di Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, dimana bangsal 
tersebut diprioritaskan untuk pasien-pasien saraf baik laki-laki 
maupun perempuan. Bangsal Abu Bakar As Shidiq dibagi menjadi 
2 kelas perawatan yaitu kelas 1 dan kelas 2. 
d. Bangsal Ali Bin Abi Thalib ra 
Bangsal Ali Bin Abi Thalib merupakan salah satu bangsal di 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Bangsal Ali  Bin Abi Thalib 
merupakan bangsal untuk perawatan pasien kelas 3. Bangsal Ali 
bin Abi Thalib digunakan untuk semua pasien baik laki-laki 
maupun perempuan serta untuk perawatan pasien BPJS. 
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e. R. Isolasi 
Ada 5 kamar untuk ruang isolasi pasien 
3. Pelayanan Unit Hemodialisa 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri memilikki 6 mesin 
hemodialisa dengan tenaga pesawat yang sudah memilikki pelatihan 
dialisis. 
4. Pelayanan Gawat Darurat 
5. Pelayanan Instalalasi Penunjang 
a. Instalasi Rekam Medis 
b. Instalasi Farmasi 
c. Instalasi Laboratorium 
Pelayanan pemeriksaan laboratorium yang dapat dilayani di RS. 
Amal Sehat Wonogiri antara lain: Hematologi, Fungsi Hati, Fungsi 
Ginjal, Fungsi Ginjal, Fungsi Jantung, Lemak, Diabetes, Serologis 
& TBC, Elektrolit,Urinalisa, Analisa Feces, Medical Check up. 
d. Instalasi Radiologi 
Pemeriksaan Tanpa Kontras 
1) Pemeriksaan Kontras 
2) CT Scan 
e. Instalasi Gizi 
1) Pelayanan Menu Diet Pasien 
2) Pelayanan Konsultasi Gizi 
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6. Pelayanan Kamar Operasi 
Sarana dan fasilitias peralatan kamar operasi yang memadai dan 
memungkinkan pelaksanaan kegiatan bedah. 
7. Pelayanan Persalinan 
Sarana dan fasilitas peralatan kamar bersalin yang memberikan privasi 
dan kenyamanan bagi ibu yang akan melahirkan. 
8. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) 
9. Pelayanan Kamar Bayi Risiko Tinggi(KBRT) 
10. Pelayanan pasien BPJS 
11. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif(PONEK) 
12. Pelayanan Directly Observe Treatment Shortcourse (DOTS) & 
Voluntary Counseling Test (VCT) 
13. Pelayanan Penunjang lain, meliputi: 
a. Konsultasi Dokter 24 Jam 
b. Pelayanan KB 
c. Religi Terapi 
d. Transportasi 
e. Ambulance 24 Jam dan Kereta Jenazah 
f. UPSRS (Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit) 
Unit UPSRS ini bertugas untuk memelihara seluruh sarana dan 
prasarana RSU Amal Sehat Wonogiri, baik sarana medis maupun 
prasarana non medis. Sarana medis meliputi: seluruh peralatan 
kedokteran yang digunakan RSU Amal Sehat Wonogiri. Sarana 
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non medis meliputi: seluruh bangunan gedung dan 
perabot/peralatan pendukung lainnya, listrik, pengolah limbah. 
g. Pelayanan One Day Care(Pengembangan) 
h. Pelayanan Home Care(Pengembangan) 
Bagi sebagian besar pasien dan keluarganya merasakan 
bahwa tidak ada tempat yang lebih nyaman dari pada rumah 
sendiri. Kebanyakan pasien lebih senang bila dapat dirawat oleh 
orang-orang yang mereka cintai dan dapat tetap berada ditengah-
tengah keluarga selain itu dapat menghemat biaya perawatan. Oleh 
karena itu RSU Amal Sehat Wonogiri akan mengembangkan 
pelayanan yang menjawab kebutuhan pasien tersebut yaitu 
pelayanan home care. 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri mempunyai program-
program sosial yang rutin dilaksanakan seperti: Bakti Sosial 
(Pengobatan gratis dan pembagian sembako), SIDOSIS, santunan 
untuk keluarga kurang mampu dan anak yatim piatu, penyediaan 
air bersih untuk wilayah kekeringan dan pengirimaan tim relawan 
dan bantuan untuk daerah bencana. 
E. Manajemen administrasi RSU Amal Sehat Wonogiri  
Secara umum pelayanan administrasi meliputi informasi dan 
penerimaan pasien, keuangan, sumber daya manusia, keamanan, sistem 
informasi rumah sakit, dan pemasaran rumah sakit. Namun dalam bahasan 
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ini dibahas terkait penggunaan akad yang terjadi antara pihak rumah sakit 
dengan pihak terkait, antara lain: 
a. Akad antara pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan 
Akad antara pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan 
menggunakan akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan 
hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 
dengan pembayaran atau upah. Akad ijarah paling banyak dilakukan 
di RSU Amal Sehat Wonogiri melakukan transaksi/kesepakatan 
dengan para pihak. Pihak yang dimaksud Rumah sakit, Pasien, Tenaga 
Kesehatan, pemasok alat kesehatan dan laboratorium, pemasok obat.2  
Manfaat yang diambil dalam kesepakatan ini merupakan jasa 
oleh tenaga kesehatan kepada pihak rumah sakit. Tenaga kesehatan 
merupakan pihak yang bekerja dalam ruang lingkup instasi kesehatan. 
Rumah Sakit sebagai(Musta’jir) dan Tenaga kesehatan sebagai(Ajir). 
Obyek atas akad adalah manfaat atas jasa dan upah. Sedangkan sighat 
ijarah tertuang dalam kesepakatan kerja antara kedua belah pihak. 
Pada prakteknya rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat saling 
bekerjasama sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja. Belum pernah 
ada konflik atau wanprestasi antar para pihak karena masing-masing 
pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban.3 
 
                                                          
       2 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 Februari 
2019, jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       3 Ibid. 
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b. Akad antara pihak rumah sakit dengan pasien 
Akad antara pihak rumah sakit dengan pasien menggunakan 
akad ijarah. Ketentuan dalam fatwa ini seluruh transaksi yang 
menggunakan akad ijarah maka mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 9 
tahun 2000 tentang Pembiayaan ijarah. Akad ijarah digunakan pasien 
untuk memperoleh layanan kesehatan baik rawat inap maupun rawat 
jalan. Pasien sebagai (musta’jir) sedangkan Rumah sakit sebagai 
(Ajir). Shighat ijarah berupa kesepakatan antara kedua belah pihak 
yang tertuang dalam formulir pendaftaran. Obyek akad berupa 
manfaat jasa dan upah.  
Akad yang terjadi antara pasien dengan rumah sakit pasien 
berhak untuk memperoleh layanan kesehatan, serta rumah sakit 
berhak untuk memperoleh upah atas jasa yang diberikan. Namun 
demikian, pasien masih belum dapat memenuhi kesepakatan dalam 
hal pembayaran atas jasa rumah sakit. Terkadang rumah sakit harus 
memberikan kelonggaran pembayaran kepada pasien bahkan pernah 
ada yang harus didatangi kerumah pasien atau ada pasien yang 
meninggalkan jaminan berupa perhiasan, atau dokumen penting. 
rumah sakit memaklumi dengan hal tersebut, ada yang memperoleh 
pelayanan gratis, dengan melakukan supervisi ke rumah pasien dan 
pertimbangan lain.4 
 
                                                          
       4 Ibid. 
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c. Akad antara pihak rumah sakit dengan pemasok 
RSU Amal Sehat Wonogiri menggunakan akad bai’ ketika 
melakukan transaksi dengan pemasok hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa bilamana menggunakan akad ijarah dan ijarah 
muntahiyah bi al-tamlik, maka biaya yang ditimbulkan atas sewa 
terlalu besar, sekaligus biaya peralatan lebih mahal. Sedangkan akad 
mudharabah dan musyarakah mutanqishah belum ada pihak yang 
dapat bekerjasama dengan pihak RSU Amal Sehat Wonogiri.5  
Akad Ba’i merupakan pertukaran harta dengan harta yang 
menjadi sebab berpindahnya kepemilikkan obyek jual beli. 6 
Penggunaan akad Ba’i, Rumah sakit sebagai pembeli(musytari) dan 
pemasok sebagai penjual(ba’i). Obyeknya alat kesehatan dan 
laboratorium, sedangkan shighat ba’i berupa kesepekatan para pihak. 
d. Pihak Rumah Sakit dengan Pemasok obat 
Akad yang digunakan berupa akad ba’i dan wakalah bi al-ujrah. 
Penggunaan akad ba’i, Rumah Sakit sebagai pembeli(musytari) dan 
pemasok obat sebagai penjual(ba’i), Obyek akad berupa, Shighat 
berupa kesepakatan para pihak. Dalam hal ini RSU Amal Sehat 
                                                          
       5 Ibid. 
 
       6 Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah. 
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Wonogiri melakukan transaksi baik secara tunai, maupun diangsur 
kepada pihak pemasok obat.7 
RSU Amal Sehat Wonogiri juga menggunakan akad wakalah bi 
al-ujrah untuk obat pasien. Rumah Sakit sebagai wakil dari pemasok 
obat untuk melakukan penjualan kepada pasien, sedangkan Pemasok 
sebagai pemberi kuasa(muwakkil) untuk menjual obat kepada pasien.8 
F. Produk-produk RSU Amal Sehat Wonogiri 
RSU Amal Sehat Wonogiri menggunakan obat yang telah 
memperoleh sertifikat halal dari MUI. Sejak melakukan kesepakatan awal 
dengan pemasok obat telah dilakukan kesepakatan bahwa obat yang 
masuk di RSU Amal Sehat Wonogiri harus mempunyai sertifikat Halal 
dari MUI.9 Pemberian obat kepada pasien, perawat juga memberikan 
nasihat bagi orang yang sedang sakit untuk dapat sabar dan berdoa kepada 
Allah, karena Allah lah yang menyembuhkan atas segala penyakit.10 
Setiap pemberian layanan kepada pasien perawat mengucapkan Bismillah 
dan mengakhiri dengan hamdalah. Layanan perawat dengan ramah 
menjadikan pasien selalu tawakal kepada Allah.11   
                                                          
       7 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 Februari 
2019, jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       8 Ibid. 
 
       9 Ibid. 
 
       10 Observasi layanan kesehatan di RSU Amal Sehat Wonogiri, di Wonogiri, 20 April 2019. 
 
        11 Siswanto, Pasien RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei  2019, jam 13.00-
13.30 WIB. 
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Rumah sakit menjamin bahwa makanan maupun minuman yang 
diberikan kepada pasien telah memenuhi standar hiegienitas dan halal. 
Pengolahan makanan dan minuman dilakukan sendiri oleh Rumah sakit 
dengan memenuhi standar halal, higienis, aman dan bernutrisi. Penyiapan 
bahan makanan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi dimonitor oleh 
komite syariah untuk memastikan kehalalan, higienitas dan keamanan 
sesuai peraturan perundang-undangan dan syariah. Rumah sakit 
memastikan makanan dan minuman yang disajikan kepada pasien, telah 
memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.12  
Penggunaan barang gunaan di RSU Amal Sehat Wonogiri 
menggunakan barang tersertifikasi halal. Penggunaan alat-alat kebersihan 
menggunakan bahan yang telah tersertifikasi halal oleh MUI. Demikian 
pula dalam laundry menggunakan pencuci yang tersertifikasi halal dari 
MUI ini untuk menjaga kebersihan dari rumah sakit tidak hanya 
memenuhi unsur kehigienisan namun juga memenuhi unsur halal.13 
RSU Amal Sehat Wonogiri dalam mengelola dana rumah sakit 
bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah 
Mandiri. Kerjasama yang dilakukan meliputi penerimaan dana dari pasien 
maupun pihak terkait, pembayaran dana kepada pihak terkait, pembayaran 
gaji kepada tenaga kesehatan maupun pembayaran operasional kegiatan 
                                                          
       12 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 Februari 
2019, jam 09.00-11.00 WIB. 
 
      13 Ibid. 
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RS. Terkadang masih terdapat pembayaran dana dari pihak lain kepada 
rumah sakit dengan menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. 
Hal demikian masih diterima oleh pihak rumah sakit.14   
Rumah Sakit menggunakan BPJS Ketenagakerjaan dalam 
memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kesehatan. Pasien yang 
menggunakan asuransi untuk memperoleh layanan kesehatan rumah sakit 
menerima pasien BPJS kesehatan. Rumah Sakit memperbolehkan pasien 
yang menggunakan BPJS karena belum terdapat BPJS kesehatan syariah.15  
Pengelolaan dan pengembangan aset rumah sakit, RSU Amal Sehat 
Wonogiri berusaha untuk mengelola dan mengembangkan aset sesuai 
dengan prinsip syariah. Kerjasama dengan pihak pengembang aset rumah 
sakit mengutamakan prinsip bebas Maishir, Gharar dan Riba. Pengelolaan 
akuntasi dan keuangan disesuaikan dengan prinsip syariah, adil dan 
transparan. Mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dikelola 
sendiri oleh subbag keuangan syariah. Dana zis disalurkan untuk kegiatan 
sosial kemasyarakatan di lingkungan rumah sakit. Selain itu, pengelola zis 
rumah sakit bekerjasama dengan Baznas Wonogiri.16 
                                                          
       14 Hamzan, Komite syariah RSU Amal Sehat Wongiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2019, jam 
08.30-10.30 WIB. 
 
      15 Ibid. 
 
      16 Ibid. 
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BAB IV 
ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NO. 107 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT 
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RSU AMAL SEHAT WONIGIRI 
 
Rumah sakit syariah merupakan institusi kesehatan yang menyelenggerakan 
pelayanan dan operasional berdasarkan prinsip syariah. Rumah sakit yang 
mempunyai konsep syariah mempunyai keunggulan dibandingkan rumah sakit 
lain yang tidak menggunakan konsep syariah. Sertifikasi rumah sakit syariah 
harus terlebih dahulu lulus akreditasi KARS(Komite Akreditasi Rumah Sakit) dan 
Sertifikasi dari DSN-MUI. 
Penyelenggaraan rumah sakit syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 
107 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan 
prinsip syariah. Secara garis besar fatwa tersebut terdiri atas ketentuan terkait 
Akad; Hukum; Pelayanan; Pengelolaan obat, makanan, minuman, kosmetika, dan 
barang gunaan; Pengelolaan Dana Rumah Sakit. Selain itu terdapat beberapa 
ketentuan turunan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit syariah, Pedoman standar 
pelayanan minimal dan indikator mutu syariah 
.Rumah sakit syariah harus memastikan bahwa hal-hal yang terkait dalam 
Fatwa DSN-MUI maupun peraturan turunannya telah diterapkan dalam 
penyelenggaraan rumah sakit syariah tersebut. Dalam bab IV ini dijelaskan 
analisa dan penerapan ketentuan fatwa DSN MUI terkait rumah sakit syariah di 
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RSU Amal Sehat Wonogiri. Berikut merupakan analisa dari penerapan fatwa 
mengenai penyelenggaraan rumah sakit syariah: 
A. Akad dan subyek hukum  
Terdapat beberapa akad yang diaatur dalam Fatwa DSN MUI antara 
lain: Akad Ijarah, Akad Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik, Akad Bai’, Akad 
Mudharabah, Akad Musyarakah Mutanaqishah dan Akad Wakalah bi al-
ujrah. Penerapan di RSU Amal Sehat Wonogiri hanya menggunakan tiga 
akad yaitu Akad Ijarah, Akad Bai’ dan Akad Wakalah bi al-ujrah. 
1. Akad antara pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan 
Akad antara pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan menggunakan 
akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) 
atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau 
upah. Ketentuan dalam fatwa ini seluruh transaksi yang menggunakan 
akad ijarah maka mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 9 tahun 2000 
tentang Pembiayaan Ijarah.  
Akad ijarah paling banyak dilakukan di RSU Amal Sehat Wonogiri 
melakukan transaksi/kesepakatan dengan para pihak. Pihak yang 
dimaksud Rumah sakit, Pasien, Tenaga Kesehatan, pemasok alat 
kesehatan dan laboratorium, pemasok obat.1  
Manfaat yang diambil dalam kesepakatan ini merupakan jasa oleh 
Tenaga kesehatan kepada pihak Rumah sakit. Tenaga kesehatan 
merupakan pihak yang bekerja dalam ruang lingkup instasi kesehatan. 
                                                          
       1 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 Februari 
2019, jam 09.00-11.00 WIB. 
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Rumah Sakit sebagai(Musta’jir) dan Tenaga kesehatan sebagai(Ajir). 
Obyek atas akad adalah manfaat atas jasa dan upah. Sedangkan sighat 
ijarah tertuang dalam kesepakatan kerja antara kedua belah pihak. Pada 
prakteknya rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat saling bekerjsama 
sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja. Belum pernah ada konflik atau 
wanprestasi antar para pihak karena masing-masing pihak dapat 
memenuhi hak dan kewajiban.2 
2. Akad antara pihak rumah sakit dengan pasien 
Akad antara pihak rumah sakit dengan pasien menggunakan akad 
ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau 
upah. Ketentuan dalam fatwa ini seluruh transaksi yang menggunakan 
akad ijarah maka mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 9 tahun 2000 
tentang Pembiayaan Ijarah. 
Akad ijarah digunakan pasien untuk memperoleh layanan kesehatan 
baik rawat inap maupun rawat jalan. Pasien sebagai (musta’jir) sedangkan 
rumah sakit sebagai (Ajir). Shighat ijarah berupa kesepakatan antara 
kedua belah pihak yang tertuang dalam formulir pendaftaran. Obyek akad 
berupa manfaat jasa dan upah.  
Akad yang terjadi antara pasien dengan rumah sakit pasien berhak 
untuk memperoleh layanan kesehatan, serta rumah sakit berhak untuk 
memperoleh upah atas jasa yang diberikan. Namun demikian, bilamana 
                                                          
       2 Ibid. 
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pasien masih belum dapat memenuhi kesepakatan dalam hal pembayaran 
atas jasa rumah sakit. Terkadang rumah sakit harus memberikan 
kelonggaran pembayaran kepada pasien bahkan pernah ada yang harus 
didatangi kerumah pasien atau ada pasien yang meninggalkan jaminan 
berupa perhiasan, atau dokumen penting. Rumah sakit memaklumi 
dengan hal tersebut, ada yang memperoleh pelayanan gratis, dengan 
melakukan supervisi ke rumah pasien dan pertimbangan lain.3 
Selain itu, temuan penulis ketika terdapat pasien gawat darurat tidak 
bisa melakukan akad, maka harus diwakilkan dengan penanggungjawab 
pasien. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 107 tahun 2016 
maupun rujukan dalam Fatwa DSN MUI No. 9 tahun 2000, tidak diatur 
mengenai penanggungjawab pasien dalam melakukan akad. Rumah sakit 
mengedepankan aspek kemanusiaan dalam hal tersebut, sehingga 
diperbolehkan penanggungjawab pasien untuk mewakilkan pasien. 
3. Pihak Rumah Sakit dengan Pemasok Alat 
Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016 terkait akad antara 
rumah sakit dengan Pemasok Alat terdapat lima akad berupa: Ijarah, 
Ijarah muntahiyah bi al-tamlik, bai’, mudharabah, musyarakah 
mutanaqishah. RSU Amal Sehat Wonogiri menggunakan akad bai’ ketika 
melakukan transaksi dengan pemasok alat, hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa bilamana menggunakan akad ijarah dan Ijarah 
muntahiyah bi al-tamlik, maka biaya yang ditimbulkan atas sewa terlalu 
                                                          
       3 Ibid. 
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besar, sekaligus biaya peralatan lebih mahal. Sedangkan akad 
mudharabah dan musyarakah mutanaqishah belum ada pihak yang dapat 
bekerjasama dengan pihak RSU Amal Sehat Wonogiri.4 Demikian pula 
menurut penulis akan lebih utama bila peralatan kesehatan milik  
penyelenggara kesehatan sendiri. 
Akad Ba’i merupakan pertukaran harta dengan harta yang menjadi 
sebab berpindahnya kepemilikkan obyek jual beli.5 Penggunaan akad 
Ba’i, rumah sakit sebagai pembeli(musytari) dan pemasok sebagai 
penjual(ba’i). Obyeknya alat kesehatan dan laboratorium, sedangkan 
shighat ba’i berupa kesepekatan para pihak. 
4. Pihak Rumah Sakit dengan Pemasok obat 
Akad yang digunakan berupa akad ba’i dan wakalah bi al-ujrah. 
Penggunaan akad ba’i rumah sakit sebagai pembeli(musytari) dan 
pemasok obat sebagai penjual(ba’i). Obyek akad berupa obat-obatan yang 
mempunyai sertifikasi halal atau obat yang tidak mengandung unsur 
haram. Shighat berupa kesepakatan para pihak. RSU Amal Sehat 
Wonogiri melakukan transaksi baik secara tunai, maupun diangsur kepada 
pihak pemasok obat.6 
                                                          
       4 Ibid 
. 
       5 Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah. 
 
       6 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 Februari 
2019, jam 09.00-11.00 WIB. 
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RSU Amal Sehat Wonogiri juga menggunakan akad wakalah bi al-
ujrah untuk obat pasien. RSU Amal Sehat Wonogiri sebagai wakil dari 
pemasok obat untuk melakukan penjualan kepada pasien, sedangkan 
pemasok sebagai pemberi kuasa(muwakkil) untuk menjual obat kepada 
pasien.7 
B. Pelayanan kesehatan syariah di RSU Amal Sehat Wonogiri  
1. Rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) wajib 
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-
baiknya. 
Pihak terkait yang dimaksudkan merupakan subyek hukum yang 
terlibat dalam fatwa ini, antara lain: Rumah Sakit, Pasien, Tenaga 
kesehatan, Pemasok obat, Pemasok alat kesehatan dan laboratorium, 
Pemasok obat.8 Dalam peraturan perundang-undangan hak dan 
kewajiban pasien diatur dalam BAB VIII pasal 29 sampai pasal 32.9 RSU 
Amal Sehat Wonogiri mengatur Hak dan kewajiban Rumah sakit dalam 
dokumen akad maupun dibuat dalam bentuk banner di lokasi yang 
strategis rumah sakit. Harapannya pasien dapat memahami hak dan 
                                                          
       7 Hamzan, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2019, jam 
08.30-11.30 WIB. 
 
       8 Ibid. 
 
       9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072). 
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kewajiban kedua belah pihak sehingga pelayanan yang diberikan tidak 
melanggar dari kesepakatan.10  
Terkait dengan hak dan kewajiban rumah sakit, tenaga kesehatan, 
pemasok obat, pemasok alat kesehatan dan laboratorium dicantumkan 
dalam dokumen perjanjian kerja maupun kesepakatan transaksi antar 
para pihak. Selama ini belum ada pengaduan para pihak terkait 
pelanggaran kesepakatan hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing 
pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban.11 
2. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan 
Praktik Klinis(PPK), clinical pathway dan atau standar pelayanan yang 
berlaku. 
Hal utama yang dilakukan oleh RSU Amal Sehat Wonogiri dalam 
memperoleh sertifikasi syariah dari DSN MUI adalah pemenuhan 
terhadap standar pelayanan terhadap pasien. Rumah sakit memenuhi 
standar pelayanan minimal rumah sakit yang tertuang dalam SK Menkes 
RI nomor 129 tahun 2008. Selain itu, sebagai rumah sakit syariah RSU 
Amal Sehat Wonogiri telah memenuhi delapan poin SPM syariah.12 
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan oleh RSU Amal Sehat 
Wonogiri dilakukan dalam setiap kegiatan tenaga kesehatan.  
                                                          
       10 Hamzan, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2019, jam 
08.30-11.30 WIB. 
 
       11 Ibid. 
 
       12 Ibid. 
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Setiap tindakan perawat maupun dokter dengan membaca basmalah 
terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya disesuaikan dengan gender 
pasien, bilamana laki-laki dilayani oleh laki-laki berlaku sebaliknya. 
Pasien juga diwajibkan memakai hijab dalam ruang perawatan. 
Terkadang pasien melepas hijab karena belum terbiasa memakai hijab 
dalam kehidupan sehari-hari.13 Sikap tenaga kesehatan yang santun dan 
ramah memberikan kepuasan terhadap pasien. Pasien merasa terlayani 
dengan baik.14  
Hal ini yang membedakan rumah sakit syariah dengan rumah sakit 
tanpa syariah adanya dua standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh 
rumah sakit. Sehingga ketika rumah sakit telah memperoleh sertifikasi 
syariah maka layanan kesehatan yang diperoleh telah memenuhi dua 
standar dari kemenkes dan DSN MUI. 
3. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, 
tanpa memandang ras, suku dan agama. 
Dalam memberikan pelayanan kesehatan RSU Amal Sehat 
Wonogiri berusaha untuk melayani semua pasien tanpa memandang ras, 
suku dan agama. Salah satu poin dalam visi RSU Amal Sehat Wonogiri 
berusaha untuk menjadi pembuka pintu kebaikan semua lapisan 
                                                          
       13 Nur Aisyah, Divisi SDM RSU Amal SehatWonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei  2019, jam 
13.00-13.30 WIB. 
 
       14 Siswanto, Pasien RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei  2019, jam 13.30-
14.00 WIB. 
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masyarakat. Layanan kesehatan yang diberikan oleh RSU Amal Sehat 
Wonogiri sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalnya, pernah terdapat 
pasien non muslim yang melakukan rawat inap di rumah sakit, pelayanan 
yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasien tersebut dengan 
menggunakan standar pelayanan rumah sakit. Namun karena pasien non 
muslim otomatis pelayanan syariah terhadap pasien ditiadakan.  
Terdapat hal menarik selama menerima beberapa pasien non 
muslim yang berada di RSU Amal Sehat Wonogiri. Pasien merasa tidak 
memperoleh perbedaan pelayanan antara pasien muslim dengan non 
muslim. Bahkan ada yang pernah pasien non muslim menjadi muallaf 
karena dilatarbelakangi dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak 
RSU Amal Sehat Wonogiri.15 
4. Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun 
dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang 
transparan dan berkualitas. 
RSU Amal Sehat Wonogiri berkomitmen untuk menjadi rumah 
sakit yang islami dengan memberikan pelayanan kesehatan prima, 
profesional, efektif dan efisien serta terjangkau oleh semua lapisan 
masyarkat.16 Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan 
ditunjukkan dengan sikap ramah dan santun terhadap pasien. Sebelum 
atau sesudah melakukan tindakan memberikan motivasi kesembuhan 
                                                          
       15 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Wonogiri, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       16 Profil Rumah Sakit Umum Amal Sehat Wonogiri. 
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kepada pasien.17 Pasien merasa bahagia dilayani dengan baik oleh tenaga 
kesehatan. Layanan yang diberikan memberikan semangat kembali untuk 
memperoleh kesehatan kepada Allah swt yang maha penyembuh atas 
segala penyakit.18 
5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam 
membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. 
RSU Amal Sehat Wonogiri mempunyai misi dan tujuan untuk 
membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh 
kesehatan yang prima sesuai dengan kemampuan rumah sakit. 
Perhitungan biaya dilakukan dengan sistem berbasis komputer yang 
terintegrasi dengan masing-masing layananan administrasi, keuangan, 
obat. Sistem ini akan mengurangi kesalahan perhitungan yang dilakukan 
oleh petugas.19 Pasien di rumah sakit terkadang tidak memiliki 
kemampuan untuk membayar biaya perawatan, sehingga menimbulkan 
piutang bagi rumah sakit dan hutang bagi pasien.  
Syariah Islam mengatur bahwa hutang merupakan salah satu 
kewajiban yang harus diselesaikan  oleh  orang  yang  berhutang.  Rumah 
sakit perlu memiliki kepedulian terhadap pasien gagal bayar (baik yang 
masih hidup, terlebih yang telah meninggal dunia), dan tidak memiliki 
kemampuan membayar mekanisme pengelolaan pasien yang tidak 
                                                          
       17 Observasi layanan kesehatan di RSU Amal Sehat Wonogiri, di Wonogiri, 20 April 2019. 
 
       18 Soekarto, Pasien RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei  2019, jam 13.30-
14.00 WIB. 
 
       19 Citra Widyastuti, Diklat RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 Februari 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
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mampu membayar dilaksanakan atas rekomendasi dari komite syariah 
berdasarkan pedoman kesyariahan dari dewan pengawas syariah.20  
Komite syariah memberikan rekomendasi kepada RSU Amal Sehat 
Wonogiri bilamana terdapat pasien yang tidak mampu bayar, maka boleh 
diangsur dengan memberikan jaminan kepada rumah sakit. Kalaupun 
pasien benar-benar tidak mampu rumah sakit mengratiskan biaya 
perawatan, namun setelah melalui survei dan peninjaun secara langsung 
kondisi ekonomi pasien. Biaya yang ditimbulkan dengan menggunakan 
dana santunan diperoleh dari tenaga kesehatan setiap bulan dipotong dari 
gaji.21 
6. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spriritual 
keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. 
Salah satu divisi dalam struktur organisasi RSU Amal Sehat 
Wonogiri yaitu divisi pelayanan kerohanian islam mempunyai program 
kerja LSI (lingkar studi islam) bagi seluruh tenaga kesehatan. Program 
ini wajib diikuti  terjadwal senin sampai sabtu kecuali rabu yang dibahas 
akhlaq, fiqh ibadah. Selain itu, terdapat materi bimbingan salat bagi 
pasien, bimbingan doa bagi pasien, bimbingan tayammum, bimbingan 
hijab pasien, bimbingan fikih darah wanita. 22 
                                                          
       20 MUKISI, Standar dan Instrumen Rumah Sakit Syariah versi 1438, (Jakarta: MUKISI, 
2017), hlm. 74. 
 
       21 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 April 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       22 Citra Widyastuti, Diklat RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 April 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
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Penyelenggaraan kegiatan ini berfokus pada pelatihan dan 
pengembangan sumber daya insani rumah sakit dalam memahami dan 
memenuhi kebutuhan spiritual pasien dan fikih pasien. Tujuan 
diadakannya program ini agar terjadi sinergitas dalam pelayanan spiritual 
dan kerohanian kepada pasien.23  
Keberhasilan atas program ini dengan dibuktikan sebagai peserta 
lolos seleksi mukisi awards kategori proyek pengembangan Sumber 
Daya Insani Syariah dalam “2nd Internasional Islamic Healthcare 
Conference and Expo(IHEX)” dengan judul lingkar studi islam sebagai 
upaya peningkatan mutu pelayanan syariah dan kepuasan pasien di RS 
Amal Sehat Wonogiri. 
7. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan 
dan prosedur yang berlaku di Rumah sakit. 
Secara keseluruhan pasien dan penanggung jawab telah mematuhi 
semua peraturan yang diatur oleh RSU Amal Sehat Wonogiri. Namun 
terdapat pula pasien yang tidak mematuhi aturan rumah sakit, seperti 
tidak memakai hijab di ruang perawatan, penanggung jawab pasien yang 
bukan muhrim ataupun tidak punya hubungan keluarga dengan pasien.24 
Teguran ataupun peringatan ringan telah disampaikan oleh perawat 
                                                          
       23 Ibid. 
 
       24 Observasi layanan kesehatan di RSU Amal Sehat Wonogiri, di Wonogiri, 20 April 2019. 
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kepada pasien. Saat kunjungan pun dokter juga mengingatkan agar 
peraturan dan prosedur yang ada untuk dapat ditaati oleh pasien.25 
8. Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan 
akhlak karimah. 
RSU Amal Sehat Wonogiri mempunyai serangkaian prinsip-prinsip 
aqidah, syariah dan akhlak Islam sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan tenaga kesehatan, sehingga 
tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan semaksimal mungkin 
dengan senantiasa mematuhi aturan dari Allah SWT. Rumah sakit telah 
menetapkan pedoman yang terkait dengan kinerja dan mutu untuk 
mendukung upaya pemeliharaan akhlak melalui aktifitas keagamaan.26 
Rumah sakit turut membangun sumber daya manusia yang profesional 
dalam bidangnya dan berakhlakul karimah.27 
9. Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, 
zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. 
RSU Amal Sehat Wonogiri berusaha untuk menjalankan pelayanan 
kesehatan islami dengan tidak mengambil tindakan yang bertentangan 
                                                          
       25 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 April 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       26 Citra Widyastuti, Diklat RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 April 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       27 Nur Aisyah, Bagian SDM RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
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dengan prinsip syariah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RS 
dilakukan sesuai dengan prinsip yang ada dalam fatwa ini.28  
10. Rumah sakit wajib memilikki Dewan Pengawas Syariah. 
Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang mengawasi 
sekaligus memberi rekomendasi kepada lembaga yang menggunakan 
prinsip syariah. DPS sebagai pembeda antara lembaga syariah dengan 
konvensional. DPS sebagai tangan kanan dalam sebuah lembaga syariah  
dari DSN MUI. 
DPS di RSU Amal Sehat Wonogiri menjadi suatu keharusan bagi 
rumah sakit, dalam rangka pemenuhan sertifikasi rumah sakit syariah. 
DPS di RSU Amal Sehat Wonogiri bertugas untuk mengawasi jalannya 
pelaksanaan prinsip syariah di RS bersama dengan komite syariah. 
Keberadaan DPS di RSU Amal Sehat Wonogiri terdapat dua pengawas 
syariah yaitu Ust Adi Gunawan dan Ust Sobri Lc. DPS RSU Amal Sehat 
Wonogiri mempunyai kewajiban untuk datang ke rumah sekali dalam 
sebulan diluar rapat dengan pihak RSU Amal Sehat Wonogiri.29 
DPS di RSU Amal Sehat Wonogiri mempunyai dua garis 
koordinasi, pertama koordinasi dengan direksi rumah sakit karena di 
bawah PT Amal Sehat, kedua DPS berkoordinasi dan bertanggungjawab 
kepada DSN MUI karena dalam struktur Organisasi DSN-MUI, DPS 
juga berada di bawah DSN MUI. 
                                                          
       28 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 April 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       29 Hamzan, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2019, jam 
09.00-11.00 WIB. 
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11. Rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama 
Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam Kontemporer bidang 
kedokteran (al-masa’il al-fiqhiyah al-waqi’iyah al-thibbiyah). 
Penyelenggaraan RSU Amal Sehat Wonogiri sejak awal dibangun 
dengan menggunakan konsep pelayanan kesehatan islami yang merujuk 
pada Al-Qur’an dan Sunnah. Bilamana terdapat masalah hukum islam 
kontemporer kedokteran RSU Amal Sehat Wonogiri merujuk pada fatwa 
MUI. Hal ini dilandaskan atas dasar kemaslahatan umat islam untuk 
memperoleh kesehatan syariah.30 Sejak adanya fatwa DSN-MUI tentang 
pedoman penyelenggaran rumah sakit prinsip syariah, RSU Amal Sehat 
Wonogiri menjadi semakin yakin dengan konsep pelayanan kesehatan 
islami yang telah dibangun.  
12. Rumah sakit wajib memilikki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib 
dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci 
dan shalat bagi yang sakit). 
Pemenuhan terhadap panduan terkait tata cara ibadah bagi pasien 
telah dipenuhi dengan adanya panduan beribadah di setiap ruang 
perawatan pasien.31 Panduan tata cara beribadah juga menjadi bagian dari 
standar pelayanan minimal syariah(SPM-syariah) rumah sakit. Dalam 
                                                          
       30 Ibid. 
 
       31 Observasi layanan kesehatan di RSU Amal Sehat Wonogiri, di Wonogiri, 20 April 2019. 
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SPM syariah berbentuk mandatory training kepada seluruh staf dengan 
muatan kurikulum keagamaan.32 
Materi yang disampaikan dalam mandatory training di RSU Amal 
Sehat Wonogiri berupa: Bimbingan shalat bagi pasien, bimbingan 
tayammum, bimbingan talqin saat sakratul maut. Selain itu, materi umum 
tentang ibadah fiqih dan muamalah. Kegiatan ini dilakukan terjadwal 
selama senin-sabtu kecuali hari rabu.33 
13. Rumah sakit wajib memilikki panduan terkait standar kebersihan rumah 
sakit. 
Terkait dengan panduan standar kebersihan rumah sakit di RSU 
Amal Sehat Wonogiri menerapkan panduan hand hygiene. Hand hygiene 
dibagi menjadi dua hand wash dan hand scrub. Hand wash yaitu 
kegiatan membersihkan tangan dengan cara mencucinya dengan air 
bersih dan sabun. Sedangkan hand scrub yaitu membersihkan tangan 
dengan cairan antiseptik yang berbasis alkohol.34 
Selain itu, RSU Amal Sehat Wonogiri mempunyai aturan 
pengelolaan dan pembuangan limbah medis yang dijalankan sesuai 
dengan kaidah syariah untuk menjamin kebersihan lingkungan dan 
keamanan dari bahaya dan risiko. Pengelolaan laundry, kebersihan rumah 
                                                          
       32 Citra Widyastuti, Diklat RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 Februari 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       33 Ibid. 
 
       34 Observasi layanan kesehatan di RSU Amal Sehat Wonogiri, di Wonogiri, 20 April 2019. 
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sakit, perawatan kamar mandi juga memperhatikan kebersihan dan 
kesucian.35  
C. Penggunaan Obat, Makanan, Minuman dan Barang Gunaan di RSU 
Amal Sehat Wonogiri 
Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, 
kosmetika dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari 
Majelis Ulama Indonesia(MUI). Apabila obat yang digunakan belum 
mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang 
tidak mengandung unsur yang haram. Namun demikian, dalam kondisi 
terpaksa, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib 
melakukan prosedur informed consent. 
RSU Amal Sehat Wonogiri menggunakan obat yang telah memperoleh 
sertifikat halal dari MUI. Sejak melakukan kesepakatan awal dengan 
pemasok obat telah dilakukan kesepakatan bahwa obat yang masuk di RSU 
Amal Sehat Wonogiri harus mempunyai sertifikat Halal dari MUI. 36 
Pemberian obat kepada pasien, perawat juga memberikan nasihat bagi orang 
yang sedang sakit untuk dapat sabar dan berdoa kepada Allah, karena Allah 
lah yang menyembuhkan atas segala penyakit.37 Setiap pemberian kepada 
pasien perawat mengucapkan Bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah. 
                                                          
       35 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 April 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       36 Ibid. 
 
       37 Observasi layanan kesehatan di RSU Amal Sehat Wonogiri, di Wonogiri, 20 April 2019. 
 84 
 
 
 
 
Layanan perawat dengan ramah menjadikan pasien selalu tawakal kepada 
Allah.38   
Rumah sakit menjamin bahwa makanan maupun minuman yang 
diberikan kepada pasien telah memenuhi standar hiegienitas dan halal. 
Pengolahan makanan dan minuman dilakukan sendiri oleh rumah sakit 
dengan memenuhi standar halal, higienis, aman dan bernutrisi. Penyiapan 
bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dilaksanakan oleh 
bagian gizi dan diawasi komite syariah untuk memastikan kehalalan, 
higienitas dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan dan syariah.39  
Rumah sakit bekerjasama dengan pihak pemasok yang telah terpercaya 
untuk memasok bahan makanan halal, sedangkan untuk bahan-bahan yang 
tidak dipenuhi pemasok tim gizi mencari bahan sendiri yang mempunyai 
sertifikasi halal di pusat perbelanjaan Kota Surakarta. Rumah sakit 
memastikan makanan dan minuman yang disajikan kepada pasien, telah 
memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.40  
Penggunaan barang gunaan di RSU Amal Sehat Wonogiri 
menggunakan barang tersertifikasi halal. Penggunaan alat-alat kebersihan 
menggunakan bahan yang telah tersertifikasi halal oleh MUI. Demikian pula 
dalam laundry menggunakan pencuci yang tersertifikasi halal dari MUI. Ini 
                                                          
        38 Siswanto, Pasien RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 3 Mei  2019, jam 13.00-
13.30 WIB. 
 
       39 Khusnaini, Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri, Wawancara Pribadi, 2 April 2019, 
jam 09.00-11.00 WIB. 
 
       40 Ibid. 
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untuk menjaga kebersihan dari rumah sakit tidak hanya memenuhi unsur 
kehigienisan namun juga memenuhi unsur halal.41 
D. Pengelolaan Dana RSU Amal Sehat Wonogiri  
Pengelolaan dana rumah sakit syariah menggunakan Jasa Lembaga 
keuangan syariah baik untuk bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga 
penjaminan maupun dana pensiun. Dalam pengelolaan dana rumah sakit tidak 
boleh dikembangkan pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang 
bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, rumah sakit wajib memilikki 
panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. 
RSU Amal Sehat Wonogiri dalam pengelolaan dana rumah sakit 
bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah 
Mandiri. Kerjasama yang dilakukan meliputi penerimaan dana dari pasien 
maupun pihak terkait, pembayaran dana kepada pihak terkait, pembayaran 
gaji kepada tenaga kesehatan maupun pembayaran operasional kegiatan 
rumah sakit. Terkadang masih terdapat pembayaran dana dari pihak lain 
kepada rumah sakit dengan menggunakan jasa lembaga keuangan 
konvensional. Hal demikian diterima oleh pihak rumah sakit dan 
diperbolehkan oleh DSN-MUI karena lembaga keuangan konvensional 
digunakan oleh pihak terkait bukan pihak rumah sakit.42   
Rumah sakit menggunakan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan 
jaminan kesehatan kepada tenaga kesehatan. Pasien yang menggunakan 
asuransi untuk memperoleh layanan kesehatan rumah sakit menerima pasien 
                                                          
       41 Ibid. 
 
       42 Ibid. 
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BPJS kesehatan. Rumah Sakit mentolerir pasien yang menggunakan BPJS 
karena belum terdapat BPJS kesehatan syariah.43  
Dalam pengelolaan dan pengembangan aset rumah sakit, RSU Amal 
Sehat Wonogiri berusaha untuk mengelola dan mengembangkan aset sesuai 
dengan prinsip syariah. Selain itu, terkadang kerjasama dengan pihak 
pengembang aset rumah sakit mengutamakan prinsip bebas Maishir, Gharar 
dan riba. Pengelolaan akuntasi dan keuangan disesuaikan dengan prinsip 
syariah, adil dan transparan. Mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan 
sedekah dikelola sendiri oleh subbag keuangan syariah. Dana zis disalurkan 
untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan rumah sakit. Selain itu, 
pengelola zis rumah sakit bekerjasama dengan Baznas Wonogiri. 44 
                                                          
       43 Ibid. 
 
       44 Ibid. 
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BAB V 
Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan prinsip syariah terhadap penyelenggaraan rumah sakit 
syariah pada RSU Amal Sehat Wonogiri 
a. Penggunaan akad dengan para pihak 
Penerapan akad yang dilaksanakan di RSU Amal Sehat 
Wonogiri menggunakan tiga akad yaitu Akad Ijarah, Akad Ba’i 
dan Akad Wakalah bi al-ujrah. Akad Ijarah merupakan akad yang 
paling banyak dilakukan di RSU Amal Sehat Wonogiri dalam 
melakukan transaksi/kesepakatan dengan para pihak. Pihak yang 
dimaksud antara lain rumah sakit, pasien, tenaga kesehatan, 
pemasok alat serta pemasok obat. Sedangkan akad Ba’i dan akad 
Wakalah bi al-ujrah dilakukan dalam penjualan ataupun 
penyediaan obat untuk pasien rumah sakit dari pemasok obat. Akad 
Ijarah muntahiyah bi tamlik dan Musyarakah mutanaqishah belum 
dapat dilaksanakan karena rumah sakit belum pernah 
menggunakan akad tersebut. 
b. Pelayanan yang diberikan RSU Amal Sehat Wonogiri  
Pelayanan yang diberikan pihak RSU Amal Sehat Wonogiri 
dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah didasarkan pada 
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motto “Melayani dan Peduli”. RSU Amal sehat menerapkan 
prinsip pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta pihak terkait 
dengan mendasarkan pada Standar Pelayanan Mutu dari Kemenkes 
dan DSN-MUI. Pelayanan oleh tenaga kesehatan kepada pasien 
dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian membaca 
basmallah dalam melakukan tindakan serta mengakhiri dengan 
mengucapkan hamdalah. Setiap tenaga kesehatan seminggu sekali 
melakukan kajian keislamaan untuk memaksimalkan layanan 
kesehatan syariah. Pelayanan rawat inap di bangsal dibedakan 
antara perempuan dan laki-laki dengan adanya simbol perempuan 
atau laki-laki di setiap pintu kamar perawatan. Hal ini untuk 
menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah. 
Pemberian pelayanan kesehatan oleh RSU Amal Sehat 
Wonogiri tidak memandang ras, suku dan agama. Bahkan beberapa 
masyarakat non muslim masuk dalam agama islam berkat 
pelayanan-pelayanan rumah sakit yang mengedepankan sikap 
ramah serta akhlak kharimah terhadap pasien. Pemenuhan layanan 
spiritual untuk pasien yang non muslim dilakukan rumah sakit 
dengan bekerja sama dengan pemuka agama disekeliling rumah 
sakit. 
Rumah sakit berusaha memenuhi layanan kesehatan kepada 
seluruh lapisan masyarakat. Perhitungan biaya dicantumkan dalam 
peraturan rumah sakit. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai 
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BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ataupun jaminan 
kesehatan daerah, rumah sakit dapat memberikan layanan 
kesehatan gratis kepada pasien dengan menyertakan beberapa 
syarat kepada pasien. 
RSU Amal Sehat Wonogiri mempunyai 2 Dewan Pengawas 
Syariah  serta komite syariah untuk memastikan seluruh aspek 
layanan kesehatan memenuhi prinsip syariah. Hampir di seluruh 
lingkungan rumah sakit terdapat informasi-informasi kepada pasien 
terkait panduan ibadah, hak dan kewajiban pasien, motivasi 
kesehatan syariah, dalil-dalil kesehatan. Di setiap kamar pasien 
terdapat tempat untuk bertayamum bagi pasien, panduan ibadah 
pasien, panduan kebersihan, panduan talqin, panduan khusus untuk 
wanita serta arah kiblat.  
c. Penggunaan obat-obatan, makanan, minuman serta barang gunaan 
Penggunaan obat di RSU Amal Sehat menggunakan obat-
obatan yang telah mempunyai sertifikasi halal dari MUI. Jaminan 
makanan dan minuman halal dipenuhi oleh bagian gizi rumah sakit 
sejak bahan dasar sampai makanan dan minuman disajikan kepada 
pasien. Rumah sakit bekerjasama dengan pihak pemasok yang 
telah terpercaya memasok bahan makanan halal sedangkan untuk 
bahan-bahan yang tidak dipenuhi pemasok tim gizi mencari bahan 
sendiri yang mempunyai sertifikasi halal di pusat perbelanjaan 
Kota Surakarta. Sedangkan dalam pemenuhan jaminan halal dalam 
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laundry maupun kebersihan rumah sakit, RSU Amal Sehat 
menggunakan bahan yang telah mempunyai sertifikasi halal. 
d. Penempatan, penggunaan, pengelolaan dan pengembangan dana 
rumah sakit 
Pengelolaan dana dalam penyelenggaraan RSU Amal Sehat 
Wonogiri bekerjasama dengan lembaga  keuangan syariah  yaitu  
Bank  Mandiri  Syariah. Asuransi yang digunakan yaitu BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sedangkan pengelolaan  
akuntansi  dan  keuangan disesuaikan dengan prinsip syariah. 
Pengelolaan ZIS dikelola sendiri oleh rumah sakit bekerjasama 
dengan  BAZNAS Wonogiri. 
2. Kesesuaian penerapan prinsip syariah pada RSU Amal Sehat Wonogiri 
dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 tentang 
Pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah 
RSU Amal Sehat belum dapat melaksanakan sepenuhnya 
ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 9 tentang pembiayaan ijarah 
antara rumah sakit dengan pasien belum tepenuhi, karena dalam obyek 
akad spesifikasi manfaat belum jelas jangka waktunya. Hal ini karena 
kesembuhan setiap orang tidak bisa ditebak. Dalam Akad bai, obyek 
barang masih terdapat barang yang dibeli oleh pihak rumah sakit yaitu 
obat-obatan yang belum memperoleh sertifikat halal namun hal 
tersebut diperbolehkan. Akad Wakalah bi-al ujrah dapat terlaksana 
dengan baik. Akad wakalah bi al ujrah asuransi dan reasuransi syariah 
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belum terlaksana karena rumah sakit masih menerima asuransi maupun 
BPJS Konvensional. 
Pelayanan yang diberikan oleh RSU Amal Sehat Wonogiri telah 
mengacu pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 
tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip 
syariah serta peraturan dari Kementerian Kesehatan. Namun dalam 
kenyataannya belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal oleh para 
tenaga kesehatan kepada pasien ataupun sebaliknya. 
Ketentuan  penggunaan  obat,  makanan,  minuman,  kosmetika,  
dan barang gunaan, obat-obatan yang digunakan di RSU Amal Sehat 
Wonogiri menggunakan obat-obatan yang telah memperoleh sertifikasi 
halal. Penggunan dan pengelolaan makanan atau minuman telah 
menggunakan bahan  bersertifikat  halal  dari  MUI. Sedangkan 
penggunaan barang gunaan telah mennggunakan barang yang 
bersertifikat halal dari MUI. 
RSU Amal Sehat Wonogiri dalam pengelolaan dana rumah sakit 
telah menggunakan jasa Lembaga Keuangan syariah. RSU Amal Sehat 
Wonogiri tidak mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau 
transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 
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B. Saran 
Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 
maka di akhir tulisan, penulis  ingin  memberikan beberapa saran, sebagai 
berikut: 
1. Komite syariah RSU Amal Sehat Wonogiri harus melakukan 
pengawasan menyeluruh terhadap penerapan standarisasi rumah sakit 
syariah. 
2. Peran RSU Amal Sehat Wonogiri sebagai Rumah Sakit Syariah 
pertama di wilayah eks karesidenan surakarta harus ditingkatkan dalam 
memberikan edukasi syariah kepada pasien maupun lingkungan 
masyarakat sekitar. 
3. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kebijakan layanan 
syariah rumah sakit perlu ditingkatkan terutama kebijakan layanan 
syariah oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas di rumah 
sakit. 
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Lampiran 1 Jadwal Penelitian 
N
o. 
Bulan Januari Februari Maret April Mei 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusu
nan 
Proposal 
X X X X                 
2 Konsulta
si 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
3 Revisi 
Proposal 
    X X X              
4 Pengump
ulan 
Data 
    X X X X X X X X         
5 Analisis 
Data 
       X X X X X X X       
6 Penulisa
n Akhir 
Naskah 
Skripsi 
           X X X X      
7 Pendafta
ran 
Munaqas
yah 
              X      
8 Munaqas
yah 
               X     
9 Revisi 
Skripsi 
                X X X X 
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LAMPIRAN 2 Daftar Pertanyaan Wawancara 
a. Daftar Pertanyaan kepada Pasien 
1. Apa Anda mengetahui akad yang digunakan dalam memperoleh layanan 
kesehatan di RSU Amal Sehat Wonogiri? 
2. Apakah Anda mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasien di RS Amal 
Sehat Wonogiri?  
3. Bagaimana layanan yang diberikan pihak RSU Amal Sehat Wonogiri? 
4. Bagaimana sikap para tenaga kesehatan kepada Anda? 
5. Apa Biaya yang dibebankan kepada Anda telah layanan yang diberikan? 
6. Bagaimana layanan dan konsultasi spiritual keagamaan? 
7. Apakah Anda mengetahui adanya panduan terkait tatacara beribadah 
wajib yang dilakukan pasien muslim dan standar kebersihan di RSU 
Amal Sehat Wonogiri? 
8. Bagaimana pendapat anda terkait layanan rumah sakit yang berprinsip 
syariah di RSU Amal Sehat Wonogiri? 
b. Daftar pertanyaan kepada bagian Diklat RS Amal Sehat 
1. Bagaimana RS Amal Sehat bisa menjadi salah satu pelopor nasional RS 
konsep Syariah? 
2. Apa yang menjadi alasan RS Amal Sehat menjadi bagian RS Syariah? 
3. Apa terdapat perbedaan dalam pelayanan sebelum dan sesudah 
memilikki konsep syariah? 
c. Daftar pertanyaan kepada komite syariah RS Amal Sehat  
1. Apakah RS Amal Sehat telah melaksanakan Ketentuan akad yang 
terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016? 
2. Apakah RS Amal Sehat telah melaksanakan kewajiban dan hak kepada 
seluruh pihak yang berkepentingan? 
3. Apakah RS Amal Sehat mempunyai Panduan Praktik Klinis(PPK) atau 
Standar Pelayanan Mutu(SPM)? 
4. Apakah di RS Amal Sehat terdapat komitmen bersama memberikan 
layanan yang terbaik? 
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5. Bagaimana perhitungan biaya yang diberikan kepada pasien telah 
memenuhi aspek keadilan? 
6. Apakah RS Amal Sehat telah memberikan pelayanan dan konsultasi 
spiritual keagamaan? 
7. Bagaimana peraturan dan prosedur yang berlaku di RS Amal Sehat? 
8. Bagaimana RS mewujudkan perilaku Akhlakul Kharimah? 
9. Bagaimana RS menghindarkan diri dari perbuatan yang bertentangan 
dengan syariah? 
10. Apakah RS Amal Sehat telah mengikuti dan merujuk Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum islam kontemporer 
bidang kedokteran? 
11. Apakah RS Amal Sehat telah memilikki Dewan Pengawas Syariah? 
12. Apakah RS Amal Sehat telah mempunyai Panduan terkait tata cara 
beribadah yang wajib dilakukan pasien muslim dan standar kebersihan 
rumah sakit? 
13. Apakah RS Amal Sehat telah menggunakan obat-obatan, makanan, 
minuman, kosmetika dan barang gunaan halal yang telah mendapat 
sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia(MUI)? 
14. Bagaimana bila terdapat obat yang belum memperoleh sertifikat halal 
dari Majelis Ulama Indonesia(MUI)? 
15. Bagaimana pengelolaan dana RS Amal Sehat Wonogiri? 
16. Apakah RS Amal Sehat telah mempunyai panduan pengelolaan dana 
zakat, infaq, sedekah dan wakaf? 
17. Apakah pernah ada perselisihan antara pihak RS dengan pihak lain? 
Kalau ada bagaimana penyelesaiannya? 
d. Daftar pertanyaan dengan DSN/DPS/MUKISI Amal Sehat? 
1. Bagaimana tindakan DSN MUI bilamana Rumah Sakit tidak dapat 
memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No 107 tahun 2016? 
2. Apakah Sertifikasi syariah bisa dicabut bilamana tidak terpenuhi unsur-
unsur ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No 107 tahun 2016? 
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Lampiran 3 Daftar Narasumber 
No.  Nama Jabatan Tempat Tanggal 
1. Citra Widyastuti Bagian Diklat Ruang Diklat 20 Februari 
2019 dan 2 
April 2019 
2. Nur Aisyah Kepala Divisi 
SDM 
Ruang SDM 3 Mei 2019 
3. Ibu Khusnaini 
 
Komite 
Syariah 
Ruang Komite 
Syariah  
20 Februari 
2019 dan 2 
April 2019 
4. Bpk Hamzan Komite 
Syariah 
Ruang Komite 
Syariah  
3 Mei 2019 
5. Siswanto(Jatuh dari 
pohon/patah 
tangan/pasien bpjs 
kelas 3) 
Pasien 
bangsal Umar 
bin Abdul 
Aziz 
Ruang 
Perawatan 
3 Mei 2019 
6. Andrian prihadi Pasien 
bangsal 
Khodijah ra & 
‘Aisyah ra 
Ruang 
Perawatan  
 
  
3 Mei 2019 
7. Suyono Pasien 
bangsal Abu 
Bakar ra 
Ruang 
Perawatan 
3 Mei 2019 
8. Soekarto(penyumbatan 
darah di 
otak/umum/kelas 1) 
Pasien Ali Bin 
Abi Thalib ra 
Ruang 
Perawatan 
3 Mei 2019 
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Lampiran 4 Dokumentasi 
 
Wawancara dengan Bagian Diklat 
 
Panduan Tata cara beribada pasien 
 
Wawancara dengan pasien 
 
 
Wawancara dengan keluarga pasien 
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Sertifikat Akreditasi KARS 
 
Sertifikat Mukisi Award 2018 
 
Hak dan Kewajiban Pasien 
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Lampiran 5 Tindak Lanjut Permohonan Ijin Penelitian 
 
